PAJAK PENGHASILAN
(Teori & Praktik)

Undang-Undang Pajak Penghasilan
Konsolidasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan



PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)



PAJAK PENGHASILAN
(Teori & Praktik)

Undang-Undang Pajak Penghasilan
Konsolidasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sabar L Tobing, S.E., M.M., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP.
Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.AKk., Ak., CA.
M. Agustiawan Saputra, S.M., CTT., CPTT., CPBA.

vy
»‘«q
3

s

RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sabar L Tobing
PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik) Undang-Undang Pajak Penghasilan Konsolidasi
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan/Sabar L Tobing
—Ed. 1.—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.
viii, 172 him., 23 cm
Bibliografi: him. 167
ISBN

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022. RA)

SABAR L TOBING

PAJAK PENGHASILAN (TEORI & PRAKTIK) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
KONSOLIDASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Cetakan ke-1, September 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

JI. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Tel/Fax : (021) 84311162 —(021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id Http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16956 JI. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, JI. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok
Soragan Indah Blok A1, JI. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, JI.
Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, JI. Macan Kumbang Ill No. 10/4459
RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No.
1, JI. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, JI. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok
A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, JI. Sultan Alauddin
Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, JI. Bali No. 31
Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, JI. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. Bandar
Lampung-35115, JI. P. Kemerdekaan No. 94 LK | RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp.
082181950029.

PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)



KATA PENGANTAR

Pengetahuan tentang Pajak Penghasilan merupakan hal yang sangat
Penting, Karena setiap didalam penghasilan yang didapatkan oleh Wajib
Pajak ada Hak Negara yang harus disetorkan untuk membantu memajukan
Bangsa dan Negara.Karena Pajak Penghasilan merupakan sumber penghasilan
pajak terbesar yang diperoleh oleh negara yang dikenakan atas objek Pajak
Penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan
dikonsolidasi pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.Pajak
penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.
Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium,
hadiah, dan penghasilan lainnya.

Buku ini disusun untuk membantu para Wajib Pajak atau kalangan
masyarakat, mahasiswa perpajakan dan praktisi perpajakan serta akademisi
perpajakan yang berperan penting untuk mengarahkan, membimbing ataupun
menyuluhkan Wajib Pajak untuk taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan
dan sadar akan adanya pajak didalam setiap penghasilan yang sudah termasuk
dalam penghasilan kena pajak untuk membantu kemajuan perkonomian dan
kesejahteraan bangsa dan negara. Pembelajaran yang disampaikan didalam
buku ini, memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan untuk Wajib Pajak dalam
penyelesaian hal-hal yang menjadi permasalahan ataupun persoalan dalam
pajak penghasilan.

Kata Pengantar Vv




Buku ini dirancang berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Menteri
Keuangan serta Peraturan Dirjen Pajak yang masih berlaku dan terbaru.Buku
ini juga disusun oleh Pakar Ahli Praktisi Perpajakan, Pengacara dan Kuasa
Hukum Pengadilan pajak dan Akademisi yang sudah ahli dan berpengalaman
dibidang perpajakan.
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PAJAK PENGHASILAN

Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek
Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak
Penghasilan dan dikonsolidasi pada Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang
dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang
dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah,
dan yang lainnya.
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BAB 2

KETENTUAN UMUM
SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak
1. Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi; dan
2. warisanyang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan
yang berhak
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan
subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

a.

orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia

maupun warga negara asing yang:

1. bertempat tinggal di Indonesia;

2. beradadiIndonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau

3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi

kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;




4.

C.

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerabh;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan
fungsional negara; dan

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan

yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

a.
b.

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan

Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:

1. tempat tinggal;

pusat kegiatan utama;

tempat menjalankan kebiasaan;

status subjek pajak; dan/atau

AN

persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut
mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan; dan

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak
dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh
orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, hurufb,
dan huruf ¢, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
yang dapat berupa:
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tempat kedudukan manajemen

cabang perusahaan

kantor perwakilan

gedung kantor

pabrik;

bengkel

gudang

ruang untuk promosi dan penjualan

pertambangan dan penggalian sumber alam
wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang

lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya
tidak bebas;

agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima
premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi
elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang
sebenarnya

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal
atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan
yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek
pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu
ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai
subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak
atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat
dilaksanakan.
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* Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha
milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan
nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari
badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya
yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk
memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam
pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan,
perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan yang sama.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan
subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi
Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang
besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan
dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat
kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi
maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/
atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau
menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari
Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan
lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi
kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak orang pribadi yang menerima
penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib
Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara
lain:
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Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik
yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak
hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan
di Indonesia

Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan
neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri
dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif
pajak sepadan; dan

Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana
untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu
tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui
pemotongan pajak yang bersifat final.

Penjelasan Penting :

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,
pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam
negeri sebagaimana diatur dalam Undang[JUndang ini dan
Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum
dan tata cara perpajakan.

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak
dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal
atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang
pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka
yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal
di Indonesia ditimbang menurut keadaan. Keberadaan orang
pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh
jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.
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Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang
pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak
dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti
status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan
kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan
kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut
telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli
waris. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh
orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu
bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek
pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada
objeknya.

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang
bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia
yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha
tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas).bulan maka
orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk
usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut
dikenai pajak melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi
atau badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek pajak
luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut
menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak
luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di
Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau
diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka pengenaan
pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri
tersebut.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya
suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang
dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin,
peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau
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peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki,
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi
elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.
Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan
untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi
atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang
bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang
tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di
Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha
tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai
kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut
dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka
menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan
di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap
di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima
pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di
Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di
Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti
bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi
di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak
tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat
kedudukan di Indonesia.

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat
kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan
Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau
badan tersebut. Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi
atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan
yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat
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tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada
pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan
pada kenyataan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal
seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut, antara
lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga,
tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu
dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan
kewajiban pajak.
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi
tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal
di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan
atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat
dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dimulai pada saat orang
pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir
pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap.
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dimulai pada saat
orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi
menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada
saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir
pada saat warisan tersebut selesai dibagi.
Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat
tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian
dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan
tahun pajak.
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Penjelasan Penting :

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang
kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang
bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan
untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh
karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum,
penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak
subjektif menjadi penting. Ayat (1) Kewajiban pajak subjektif
orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada
saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada
di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak
subjektifnya dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia.
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia
meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamaf]
lamanya. Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya harus dikaitkan dengan hal-hal yang nyata pada saat
orang pribadi tersebut meninggalkan Indonesia. Apabila pada
saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti yang
nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi
Subjek Pajak dalam negeri.

Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha
tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat bentuk
usaha tetap tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada
saat bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia.
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan
di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah
Subjek Pajak luar negeri sepanjang orang pribadi atau badan
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tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.
Hubungan ekonomis dengan Indonesia dianggap ada apabila
orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh
penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan tersebut
dimulai pada saat orang pribadi atau badan mempunyai
hubungan ekonomis dengan Indonesia, yaitu menerima atau
memperoleh penghasilan dari sumber[Jsumber di Indonesia
dan berakhir pada saat orang pribadi atau badan tersebut tidak
lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.
Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi
dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi
tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris. Sejak saat itu
pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada warisan
tersebut. Kewajiban pajak subjektif warisan berakhir pada saat
warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris. Sejak saat itu
pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli
waris.

Dapat terjadi orang pribadi menjadi Subjek Pajak tidak untuk
jangka waktu satu tahun pajak penuh, misalnya orang pribadi
yang mulai menjadi Subjek Pajak pada pertengahan tahun
pajak, atau yang meninggalkan Indonesia untuk selamaf]
lamanya pada pertengahan tahun pajak. Jangka waktu yang
kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan bagian tahun
pajak yang menggantikan tahun pajak.

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

a.
b.

kantor perwakilan negara asing

pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang
diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat
tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga
negara indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya
tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik

organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)



1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan
pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari
furan para anggota

pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan

warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan,

atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari

Indonesia.

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.

Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan
negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik,
konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai
subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya.
Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut
tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di
luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia.
Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara
asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan
atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek Pajak
yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.
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[Halaman ini sengaja dkosongkan]



KETENTUAN UMUM
OBJEK PAJAK

Objek Pajak
1.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, termasuk:

a.

penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan

atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura

dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

Undang ini

hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan

penghargaan

laba usaha

keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham
atau penyertaan modal

15
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2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang
saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau
reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,
bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian
atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta
dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan
pertambangan.

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang

dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis

royalti atau imbalan atas penggunaan hak

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

keuntungan selisih kurs mata uang asing; m. selisih lebih
karena penilaian kembali aktiva

premi asuransi

iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan

usaha atau pekerjaan bebas

PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)



2.

S.

tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak

penghasilan dari usaha berbasis syariah

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan; dan

surplus Bank Indonesia.

(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam

negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan; dan

b. Dberlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak
menjadi subjek pajak dalam negeri.

(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau

diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga
negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dibayarkan di luar Indonesia.

(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku

terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan
pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing
memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a.

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,
bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto
surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar
uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi

penghasilan berupa hadiah undian

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi
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penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada
perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
ventura

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/
atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan
persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari
usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a.

b.

C.

bantuan atau sumbangan

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan
sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk
agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan
yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara
pihak-pihak yang bersangkutan

warisan;

harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/
atau kenikmatan, meliputi:

PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)



1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau
minuman bagi seluruh pegawai

2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah
tertentu

3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh
pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan

4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa; atau

5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau
batasan tertentu

pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan,

sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan

pembayaran asuransi beasiswa

dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak:

a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut
diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

b) badan dalam negeri

dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak
dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan
untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan
memenuhi persyaratan berikut:

a)

b)

dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan
tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
laba setelah pajak; atau

dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan
di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
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surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan
penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini

dividen yang berasal dari luar negeri merupakan:

a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri
yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau

b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri
yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai
dengan proporsi kepemilikan saham

dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b)

dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di

luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30%

(tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:

a) atasdividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan
tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan

b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak
dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak
yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a)
dikenai Pajak Penghasilan; dan

c) atas sisalaba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau
penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana
dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana
dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan

dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b

dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di

luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari

30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:

a) atasdividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan
tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan

b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau
penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana
dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan

PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)



dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri

yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan

di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat

ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan

penerapan Pasal 18 ayat (2) UndangUndang ini, dividen dimaksud

tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud pada angka 2

pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak

melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam

negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal

penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi

persyaratan berikut:

a. penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan

b. bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri

pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar

negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan

angka 7, berlaku ketentuan:

a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang
terutang

b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang
penghasilan; dan/atau

c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak

dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam

jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan

angka 7, berlaku ketentuan:

a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan
pada tahun pajak diperoleh; dan

b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di
luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;

iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh

pemberi kerja maupun pegawai
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h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu
i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh
anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak
terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif
j.  Dihapus
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga
nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang
penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi
yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk
sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu

o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau

BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji

dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan

Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan

p. sisalebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/
atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya,
yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial
dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai
dana abadi.
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Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas
penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak
dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang
dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan
Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-
Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari
sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan
ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai
kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama
memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan
rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis

kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan

menjadi:

i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan
pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan penghasilan
dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara,
dan sebagainya

ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan

iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak
ataupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti,
sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak
dipergunakan untuk usaha; dan

iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan
hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk

konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan

yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau

diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk
mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian,
apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan
menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan
dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali
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kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila
suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat
final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan
tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain
yang dikenai tarif umum.

Contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini
dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang
penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh
dimaksud.

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi
kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan
dalam bentuk lainnya adalah objek pajak. Pengertian imbalan
dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan yang pada hakikatnya merupakan
penghasilan. Selain itu termasuk dalam pengertian penghasilan
meliputi gratifikasi yang merupakan pemberian yang wajar
karena layanan dan manfaat yang diterima oleh pemberi
gratifikasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau
pemberian jasa.

Yang dimaksud dengan “imbalan dalam bentuk natura” adalah
imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan “imbalan
dalam bentuk kenikmatan” adalah imbalan dalam bentuk hak
atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan.

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian,
pekerjaan, serta kegiatan seperti hadiah undian tabungan dan
hadiah dari pertandingan olahraga. Yang dimaksud dengan
“penghargaan” adalah imbalan yang diberikan sehubungan
dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima
sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih
tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau
nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan.
Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha
dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai
dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut
adalah harga pasar.
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Misalnya, PT.Putra Boga Indonesia memiliki sebuah mobil
yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa
buku sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Mobil tersebut dijual dengan harga Rp60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah). Dengan demikian, keuntungan PT.Putra
Boga Indonesia yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut
adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil
tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya
dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah),
nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga
pasar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Selisih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
merupakan keuntungan bagi PT.Putra Boga Indonesia dan bagi
pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan penghasilan.
Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan
harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga
pasar dan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan objek
pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan
nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha
merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham
atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga
pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan
penghasilan. Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan
nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa
hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan penghasilan bagi
pihak yang mengalihkan kecuali harta tersebut dihibahkan
kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat. Demikian juga, keuntungan berupa selisih antara harga
pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan
harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah kepada badan
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil bukan merupakan penghasilan, sepanjang tidak ada
hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
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penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam

hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan mengalihkan

sebagian atau seluruh hak tersebut kepada Wajib Pajak lain,

keuntungan yang diperoleh merupakan objek pajak.

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada

saat menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan objek

pajak. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah

dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu

sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian

tersebut merupakan penghasilan.

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto,

dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas

nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat

obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut

merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan

diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang

saham atau pemegang polis asuransi. Termasuk dalam

pengertian dividen adalah:

1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak
langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun

2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi
jumlah modal yang disetor

3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran
termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio
saham

4) pembagian laba dalam bentuk saham

5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa
penyetoran

6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang
diterima atau diperoleh pemegang saham karena
pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang
bersangkutan

7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal
yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau
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diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali
itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter)
yang dilakukan secara sah

8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba,
termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda
laba tersebut

9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi

10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis

11) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang
saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktik sering dijumpai pembagian atau pembayaran

dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang

saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan
pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang
melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka
selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga
yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian
bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh
dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang

dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara

berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang
kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain
atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek
dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial
atau hak serupa lainnya

2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/
perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah

3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,
teknikal, industrial, atau komersial

4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan
dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak
tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan
peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau
pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada
angka 3, berupa:
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a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau
rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada
masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau
teknologi yang serupa

b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau
rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau
radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel,
serat optik, atau teknologi yang serupa

c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh
spektrum radio komunikasi

penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup
(motion picture films), film atau pita video untuk siaran
televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan
dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/
industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di
atas. Huruf i Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang
diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan penggunaan harta bergerak atau
harta tak bergerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa
rumah, dan sewa gudang.

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya “alimentasi”

atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-

ulang dalam waktu tertentu.

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap

sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang,

sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan
sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat
ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya

Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha

Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk

perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai

dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang

asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan

dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan yang berlaku di Indonesia. Huruf m Selisih lebih
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karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 merupakan penghasilan.
Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.
Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan
akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan
yang bukan objek pajak serta yang belum dikenakan pajak.
Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang
melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak
dan yang bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan neto
tersebut merupakan penghasilan.
Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang
berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional.
Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan
usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak
menurut Undang-Undang ini.
Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak.
Berdasarkan pertimbangan antara lain:
- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan
investasi dan tabungan masyarakat
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak
maupun Direktorat Jenderal Pajak
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,
atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan
perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.
Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis
penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara
pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan
diatur dalam Peraturan Pemerintah. Obligasi sebagaimana
dimaksud pada ayat ini termasuk surat utang berjangka waktu
lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note ,
Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua
belas) bulan. Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini
meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.
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Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan
merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka
hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan,
atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan. Zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk
atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang
berhak serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia yang diterima
oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang
berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan.
Yang dimaksud dengan “zakat” adalah zakat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
zakat.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang
menerima dapat terjadi, misalnya PT A sebagai produsen suatu
jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B.
Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT
A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan
objek pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan
objek pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan
pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan atau orang
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil termasuk
koperasi, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan
kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima
oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi
badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai
pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan
ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan
objek pajak

Daerah tertentu merupakan daerah yang memenuhi kriteria
antara lain daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis
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mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan
prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit
dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut
maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi
yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam
modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa
pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan
laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh)
meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.
Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi
dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa, bukan merupakan objek
pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib
Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh
dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak
Pengecualian sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan ini
hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah
mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang
dikecualikan dari objek pajak adalah iuran yang diterima
dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang
ditanggung pemberi kerja.Pada dasarnya iuran yang diterima
oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta
pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka
pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti
mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu
iuran tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.
Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai
objek pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana
pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari
Otoritas Jasa Keuangan. Yang dikecualikan dari objek pajak
dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan
di bidang-bidang tertentu. Penanaman modal oleh dana
pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan
dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di
kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu
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diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif
atau yang berisiko tinggi.

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana
disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para
anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada
tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba atau sisa
hasil usaha yang diterima oleh para anggota badan tersebut
bukan lagi merupakan objek pajak.

Yang dimaksud dengan “perusahaan modal ventura” adalah
suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan
usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan
modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan
ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari
perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai objek
pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut
merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-
sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek
di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dividen
yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
bukan merupakan objek pajak. Agar kegiatan perusahaan
modal ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan
ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan,
misalnya untuk meningkatkan ekspor nonmigas, usaha atau
kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh
Menteri Keuangan.

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif
pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan modal
yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura diarahkan
pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke
bursa efek.

Bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan kualitas
sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau penelitian
dan pengembangan diperlukan sarana dan prasarana yang
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memadai. Untuk itu dipandang perlu memberikan fasilitas
perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa
lebih yang diterima atau diperoleh sepanjang sisa lebih
tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan
dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud.
Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan
paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa
lebih tersebut diterima atau diperoleh. Untuk menjamin
tercapainya tujuan pemberian fasilitas ini, maka lembaga
atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat
nirlaba. Pendidikan serta penelitian dan pengembangan yang
diselenggarakan bersifat terbuka kepada siapa saja dan telah
mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya.
Bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu adalah
bantuan sosial yang diberikan khusus kepada Wajib Pajak atau
anggota masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat
bencana alam atau tertimpa musibah

(1) Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah:

a.

penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap
tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan
barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan
yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
di Indonesia;

penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang
diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat
hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau
kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

(2) Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ boleh dikurangkan
dari penghasilan bentuk usaha tetap.

(3) Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap:

a.

biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk
dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau
kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak;
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pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan
dibebankan sebagai biaya adalah:
1. royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan
penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
2. imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa
lainnya;
3. bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha
perbankan;
pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima
atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek
Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak di
Indonesia melalui bentuk usaha tetap tersebut.Bentuk usaha
tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari usaha
atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya.
Dengan demikian semua penghasilan tersebut dikenakan pajak
di Indonesia.
Berdasarkan ketentuan ini penghasilan kantor pusat yang
berasal dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan
pemberian jasa, yang sejenis dengan yang dilakukan oleh
bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha
tetap, karena pada hakekatnya usaha atau kegiatan tersebut
termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat
dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Usaha atau kegiatan
yang sejenis dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap,
misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar Indonesia yang
mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, memberikan
pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya
kepada perusahaan di Indonesia. Penjualan barang yang sejenis
dengan yang dijual oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor
pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di
Indonesia menjual produk yang sama dengan produk yang
dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa
melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia.
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Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa
yang diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat
perusahaan konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi
yang sama dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap
tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya
kepada klien di Indonesia.

Penghasilan seperti dimaksud dalam Pasal 26 yang diterima
atau diperoleh kantor pusat dianggap sebagai penghasilan
bentuk usaha tetap di Indonesia, apabila terdapat hubungan
efektif antara harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan
dengan bentuk usaha tetap tersebut. Misalnya, X Inc. menutup
perjanjian lisensi dengan PT Y untuk mempergunakan merek
dagang X Inc. Atas penggunaan hak tersebut X Inc. menerima
imbalan berupa royalti dari PT Y. Sehubungan dengan
perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan jasa manajemen
kepada PT Y melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia,
dalam rangka pemasaran produk PT Y yang mempergunakan
merek dagang tersebut. Dalam hal demikian, penggunaan
merek dagang oleh PT Y mempunyai hubungan efektif
dengan bentuk usaha tetap di Indonesia, dan oleh karena itu
penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut diperlakukan
sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat
sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan
bentuk usaha tetap di Indonesia, boleh dikurangkan dari
penghasilan bentuk usaha tetap tersebut. Jenis serta besarnya
biaya yang boleh dikurangkan tersebut ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

Pada dasarnya bentuk usaha tetap merupakan satu kesatuan
dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh bentuk
usaha tetap kepada kantor pusatnya, seperti royalti atas
penggunaan harta kantor pusat, merupakan perputaran
dana dalam satu perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan
ketentuan ini pembayaran bentuk usaha tetap kepada kantor
pusatnya berupa royalti, imbalan jasa, dan bunga tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Namun
apabila kantor pusat dan bentuk usaha tetapnya bergerak
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dalam bidang usaha perbankan, maka pembayaran berupa
bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya. Sebagai
konsekuensi dari perlakuan tersebut, pembayaran[Jpembayaran
yang sejenis yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor
pusatnya tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga
yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya
yang berkenaan dengan usaha perbankan.

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri
dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto
dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan, termasuk:
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a.

biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
upah, gaji, honorarium, bonus, gratififikasi, dan tunjangan
yang diberikan dalam bentuk uang

bunga, sewa, dan royalti;

biaya perjalanan;

biaya pengolahan limbah;

premi asuransi;

biaya promosi dan penjualan;

® N oUW

biaya administrasi; dan

el

pajak kecuali Pajak Penghasilan;

penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta
berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh
hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan
Pasal 11A

iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan

kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki
dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
kerugian selisih kurs mata uang asing
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f.  biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan
di Indonesia

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi

komersial;

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak
dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak

3. telahdiserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau instansi pemerintah yang menangani
piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai
penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur
dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan
dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya
pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan
untuk jumlah utang tertentu;

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku
untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j.  sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah

l.  sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan

n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk
natura dan/atau kenikmatan

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut
dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya
berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
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(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan
pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
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Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat
dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang
mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban
yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun
merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya
gaji, biaya administrasi dan bunga, dan biaya rutinpengolahan
limbah, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan
melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu,
apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena
penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian tersebut
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-
hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk
dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus
mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung
dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek
pajak. Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan
objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Contoh:

Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan
dari Otoritas Jasa Keuangan memperoleh penghasilan bruto
yang terdiri dari: Apabila seluruh biaya adalah sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya yang boleh
dikurangkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan adalah sebesar 3/4 x Rp200.000.000,00 =
Rp150.000.000,00. Demikian pula bunga atas pinjaman yang
dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan
sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak
merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf f.

PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)



Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat
dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.
Pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
misalnya pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang
saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan
untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi
asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan
sebagai biaya. Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja
untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya
perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi
tersebut merupakan penghasilan. Pengeluaran yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam
batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang
baik. Dengan demikian, jika pengeluaran yang melampaui
batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan
istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya
lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18
beserta penjelasannya. Pajak yang menjadi beban perusahaan
dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak
Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.
Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara
biaya yang benar- benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya
yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang
benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan
dari penghasilan bruto.

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta
tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan
melalui penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya lihat
ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A beserta
penjelasannya. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan
pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun
yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan
melalui alokasi
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Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya,
sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau
dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan
atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang
dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto.

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui
berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan
secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
yang berlaku di Indonesia.

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan
di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan
teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan
boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang,
dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya
manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan
memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat
dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan
kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan
sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai
biaya dalam laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan
upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Yang dimaksud
dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala
nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan
sejenisnya.
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0 Yang dimaksud dengan “biaya pembangunan infrastruktur

sosial” adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan
membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum
dan bersifat nirlaba. Contoh dari infrastruktur sosial antara
lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik.

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan
ketentuan pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan
bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan
dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun
berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun
didapatnya kerugian tersebut

Contoh:

PT.Putra Bangsa dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal
sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta
rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal
PT.Putra Bangsasebagai berikut:

2010 : laba fiskal Rp200.000.000

2011 : rugi fiskal (Rp300.000.000)

2012 : laba fiskal Rp NIHIL

2013 : laba fiskal Rp100.000.000

2014 : laba fiskal Rp800.000.000

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak
boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015,
sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan
laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu
lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir
tahun 2016

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
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(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:

a.

Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri
Wajib Pajak orang pribadi

Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan
untuk Wajib Pajak yang kawin

Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan
untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1); dan

Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan
untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda
dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk
setiap keluarga.

(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian
tahun pajak.

(2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto
sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam
1 (satu) tahun pajak.

(3) Penyesuaian besarnya:
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a.

Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan

batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya
dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di
samping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin
diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi Wajib
Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan
yang digabung dengan penghasilannya, Wajib Pajak tersebut
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mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk
seorang isteri paling sedikit Rp54.000.000,00 (lima puluh
empat juta rupiah).

* Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah
dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak
kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan
Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang
dimaksud dengan “anggota keluarga yangmenjadi tanggungan
sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai
penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib
Pajak.

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4
(empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan
dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya
dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib
Pajak A adalah sebesar Rp72.000.000,00 {Rp54.000.000,00 +
Rp4.500.000,00 + (3 x Rp4.500.000,00)}, sedangkan untuk
isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak
sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan
suami, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan
kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp126.000.000,00
(Rp72.000.000,00 + Rp54.000.000,00).

* Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut
keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal
bagian tahun pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2021
Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu)
orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1
Januari 2021, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang
diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2021 tetap
dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.
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Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang
untuk mengubah besarnya:

a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan

b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), setelah berkonsultasi
dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas
dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan
perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan
perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan
harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin
pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu
pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang
belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya,
kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh
dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan
ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya
dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga
lainnya.

(2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila
a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan

perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak
dan kewajiban perpajakannya sendiri.

(3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dan huruf c dikenai Pajak berdasarkan penggabungan
penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus
dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan
perbandingan penghasilan neto mereka.

(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan
orang tuanya.
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* Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini
menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis,
artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota
keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai
pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh
kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan
kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

*  Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada
awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap
sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai Pajak
sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan
dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai
pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan
ketentuan bahwa:

a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu
pemberi kerja, dan

b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak
ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami
atau anggota keluarga lainnya.

Contoh:

Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai
seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan
neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu
pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja
dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha
suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto sebesar
Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tidak digabung
dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan
isteri tersebut bersifat final. Apabila selain menjadi pegawai,
isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan
dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000 (delapan
puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar
Rp150.000.000 (Rp70.000.000 + Rp80.000.000) digabungkan
dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut, A
dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp250.000.000
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(Rp100.000.000 + Rp70.000.000 + Rp80.000.000). Potongan
pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat fifinal, artinya dapat
dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan
sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan.

e Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan
keputusan hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
pengenaan pajaknya dilakukan sendiri- sendiri. Apabila suami-
isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan
hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan
pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan
neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban Pajak
sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh:

Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan
perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika
isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban
perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut. Dari contoh pada
ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan,
pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan
sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut
adalah sebesar Rp27.550.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima
puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri
pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber
penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan
penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Yang dimaksud
dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Apabila seorang
anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau
memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan
penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.
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(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib
Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a.

pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti

dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil
usaha koperasi

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan

pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha
dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen,
dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan
standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan
tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa
Keuangan

2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan
bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan

5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha
kehutanan; dan

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan
limbah industri, yang memenubhi persyaratan tertentu

premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,

asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh

Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi

kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi

Wajib Pajak yang bersangkutan

dihapus;

jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada

pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai

hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan;
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2)

harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat
yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui
di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pajak Penghasilan

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan
pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, fifirma, atau
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan
dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

Pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara
pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan
sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan
dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan
langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat
dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat
dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang
sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi
kewajaran.

PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)



Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal,
pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya,
dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan
badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut
merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan
dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang ini.

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan
adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh
perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,
sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya
perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan
untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau
keluarganya.

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan
dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud
menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan
tersebut bukan merupakan objek pajak. Apabila premi asuransi
tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka
bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan
sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan
penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi
pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga
pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran
yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha,
berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran
tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Jumlah wajar
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan jumlah
yang tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan
oleh pemberi kerja sebagai imbalan sehubungan dengan
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pekerjaan jika dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai
hubungan istimewa. Misalnya, seorang tenaga ahli yang
merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan
jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli
lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah), jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi
tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah
sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud
dianggap sebagai dividen.

Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan
ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak
yang bersangkutan.

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang
yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan
penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto perusahaan.

Anggota fifirma, persekutuan dan perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu
kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan
demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, fifirma,
atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan
dari penghasilan bruto badan tersebut.

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai
peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun,
pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun
lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan.
Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran
dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat
dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun
pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan
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(1)

amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 11 dan Pasal 11A.

Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli
harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang
sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila
terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya
dikeluarkan atau diterima

(2) Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-

menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan
atau diterima berdasarkan harga pasar.

(3) Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam

rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang
seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar,
kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

(4) Apabila terjadi pengalihan harta:

a. yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka dasar penilaian bagi
yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku
dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

b. yangtidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang
menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta
tersebut.

(5) Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam

(4)

Pasal 4 ayat (3) huruf ¢, maka dasar penilaian harta bagi badan
yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta
tersebut.

Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan
harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang
dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan
persediaan yang diperoleh pertama.

Ketentuan ini mengatur tentang cara penilaian harta, termasuk
persediaan, dalam rangka menghitung penghasilan sehubungan

Bab 3 |Ketentuan Umum Objek Pajak 51




dengan penggunaan harta dalam perusahaan, menghitung
keuntungan atau kerugian apabila terjadi penjualan atau
pengalihan harta, dan penghitungan penghasilan dari
penjualan barang dagangan.

* Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta
bagi pihak pembeli adalah

* harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi
pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima.
Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya
yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut,
seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

* Dalam jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), maka
bagi pihak pembeli nilai perolehannya adalah jumlah yang
seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual nilai penjualannya
adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adanya hubungan
istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga
perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan
dengan jika jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan
istimewa. Oleh karena itu dalam ketentuan ini diatur bahwa
nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak yang
bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau
yang seharusnya diterima.

* Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar
dengan harta lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya
adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima
berdasarkan harga pasar.

Contoh:

Antara PT A dan PT B terjadi pertukaran harta. Walaupun
tidak terdapat realisasi pembayaran antara pihak-pihak
yang bersangkutan, namun karena harga pasar harta yang
dipertukarkan adalah Rp20.000.000,00 maka jumlah sebesar
Rp20.000.000,00 merupakan nilai perolehan yang seharusnya
dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima.
Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang
dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan pajak.
PT A memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000.000,00
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(Rp20.000.000,00 - Rp10.000.000,00) dan PT B memperoleh
keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (Rp20.000.000,00 -
Rp12.000.000,00)

* Pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian
harta yang dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar.
Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalam rangka
pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha. Selain
itu pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka
likuidasi usaha atau sebab lainnya. Selisih antara harga pasar
dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan
penghasilan yang dikenakan pajak.

Contoh:

PT A dan PT B melakukan peleburan dan membentuk badan
baru, yaitu PT C. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari
kedua badan tersebut adalah sebagai berikut: Pada dasarnya,
penilaian harta yang diserahkan oleh PT A dan PT B dalam
rangka peleburan menjadi PT C adalah harga pasar dari
harta. Dengan demikian PT A mendapat keuntungan sebesar
Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp200.000.000,00)
dan PT B mendapat keuntungan sebesar Rp150.000.000,00
(Rp450.000.000,00 - Rp300.000.00,00). Sedangkan PT
C membukukan semua harta tersebut dengan jumlah
Rp750.000.000,00 (Rp300.000.000,00 + Rp450.000.000,00).
Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di
bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan
lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan
nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku
(pooling of interest). Dalam hal demikian PT C membukukan
penerimaan harta dari PT A dan PT B tersebut sebesar
Rp500.000.000,00 (Rp200.000.000,00 + Rp300.000.000,00).
e Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan,
sumbangan yang memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf
a atau warisan, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima
harta adalah nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan
penyerahan. Apabila Wajib Pajak tidak menyelenggarakan
pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, maka
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nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak. Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah,
bantuan, sumbangan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka nilai perolehan
bagi pihak yang menerima harta adalah harga pasar.

* Penyertaan Wajib Pajak dalam permodalan suatu badan
dapat dipenuhi dengan setoran tunai atau pengalihan
harta. Ketentuan ini mengatur tentang penilaian harta yang
diserahkan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
dimaksud, yaitu dinilai berdasarkan nilai pasar dari harta yang
dialihkan tersebut.

Contoh:

Wajib Pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang
nilai bukunya adalah Rp25.000.000,00 kepada PT Y
sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai
nominal Rp20.000.000,00. Harga pasar mesin-mesin bubut
tersebut adalah Rp40.000.000,00. Dalam hal ini PT Y akan
mencatat mesin bubut tersebut sebagai aktiva dengan nilai
Rp40.000.000,00 dan sebesar nilai tersebut bukan merupakan
penghasilan bagi PT Y. Selisih antara nilai nominal saham
dengan nilai pasar harta, yaitu sebesar Rp20.000.000,00
(Rp40.000.000,00 - Rp20.000.000,00) dibukukan sebagai
agio. Bagi Wajib Pajak X selisih sebesar Rp15.000.000,00
(Rp40.000.000,00- Rp25.000.000,00) merupakan Objek Pajak.

e Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang,
yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses
produksi, bahan baku dan bahan pembantu Ketentuan
pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang
hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian
pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok
hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara
mendahulukan persediaan yang didapat pertama (first[Jin
fifirst[Jout atau disingkat FIFO). Sesuai dengan kelaziman,
cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas.
Contoh:

1. Persediaan Awal 100 satuan @ Rp9,00
2. Pembelian 100 satuan @ Rp12,00
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3. Pembelian 100 satuan @ Rp11,25

4. Penjualan/dipakai 100 satuan

5. Penjualan/dipakai 100 satuan

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian
persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka
untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang
sama.

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian,

penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud,
kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan,
hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa
manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan
dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat,
yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas
nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku
disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,

(1)

(4)

(5)

kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan,
penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan
harta tersebut.

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak
diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan
harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang
bersangkutan mulai menghasilkan.

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah
dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif
penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut
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(6a) Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat

(7)

(8)

9)

(6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun,
penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa
manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan
dalam bidang usaha tertentu dapat diatur tersendiri.

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan
harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta
tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual
atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh
dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya
penarikan harta tersebut.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima
jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa
kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak
jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

(10)Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa
buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian
bagi pihak yang mengalihkan.

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus
dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan
pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud
melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk
memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus
hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang
pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah
tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki
untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah
tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh
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penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan
genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata. Yang
dimaksud dengan “pengeluaran untuk memperoleh tanah hak
guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama
kali” adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan,
hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan
hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama
kalinya, sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak
guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu
hak-hak tersebut.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini

dilakukan:

a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat
yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau
straight-line method); atau

b.  dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan
tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun
atau declining balance method). Penggunaan metode
penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

*  Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan
dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan
dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo
menurun. Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode
saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus
disusutkan sekaligus. Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-
alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan
dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun,

penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00

(Rp1.000.000.000,00 : 20). Contoh penggunaan metode

saldo menurun: Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan

pada bulan Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Masa

manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau

tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen).
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* Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran
atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga
penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro- rata.

Contoh 1:

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan
dimulai pada bulan Oktober 2009 dan selesai untuk digunakan
pada bulan Maret 2010. Penyusutan atas harga perolehan
bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun
pajak 2010.

* Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat
mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta
tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai
menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini
dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan
dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh:

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada
tahun 2009. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen)
pada tahun 2010. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak,
penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2010.

*  Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam
melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud,
ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan
tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun
saldo menurun. Yang dimaksud dengan “bangunan tidak
permanen” adalah bangunan yang bersifat sementara dan
terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang
dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih
dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang
dibuat dari kayu untuk karyawan.

* Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang
usaha tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan,
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(1)

dan peternakan, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk
penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam bidang
usaha tertentu tersebut

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan
harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan
harta tersebut. Apabila harta tersebut dijual atau terbakar,
maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu
selisih antara harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan
berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian
asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun
terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian
asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan
sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dalam
hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat
diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar
jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam
tahun penggantian asuransi tersebut.
Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), dalam hal pengalihan harta berwujud yang memenubhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a
dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai
kerugian oleh pihak yang mengalihkan.
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta
tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya
perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai,
dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam
bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang
menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara
menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau
atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi
sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,
kecuali untuk bidang usaha Tertentu.
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(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif

amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

(2a)Apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20
(dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak
berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat
yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan
modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya
pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan
pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari
1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi
dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak
penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak
pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta
hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan
produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-
hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan
ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut
dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai
penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya
pengalihan tersebut.

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan

huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa
buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian
bagi pihak yang mengalihkan.
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Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya
termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna
usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun diamortisasi dengan
metode:
a. dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa
manfaat; atau
b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan
cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.
Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan
metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa
buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi
sekaligus.
Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran
sehingga amortisasi pada tahun pertama dihitung secara pro-
rata. Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang
usaha tertentu perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk
saat dimulainya amortisasi
Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran
harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan
keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi.
Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan
metode yang dipilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta
tak berwujud. Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan
pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang masa
manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat
yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat
yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa
manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan
kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan)
tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima)
tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan
menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.
Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan
persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama
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dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan
minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan
taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di
lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila ternyata jumlah
produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan,
sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh
hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran
tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang
bersangkutan.

* Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain
minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak
pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti
hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode
satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua puluh
persen) setahun.

Contoh:

Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan,
yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton
kayu, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang
direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam
1 (satu) tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai
3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen)
dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada
tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan
untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun
tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

*  Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi
komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi
komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi
percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang
sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik
dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran
operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi
dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran
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Contoh:

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan
minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00.
Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah
sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi
minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta)
barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak
lain dengan harga sebesar Rp300.000.000,00. Dengan demikian
jumlah nilai sisa buku sebesar Rp250.000.000,00 dibebankan
sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000,00
dibukukan sebagai penghasilan.

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan

penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus
serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

3)

(4)

atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1
(satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan
neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang
bersangkutan.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan
pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak
untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih
menyelenggarakan pembukuan.

(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau

pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya
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menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak
memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya
maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya
dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib
Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang
adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib
Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib
Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari
bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan
pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap
diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang
pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan
bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan
untuk menyelenggarakan pembukuan. Untuk memberikan
kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto
bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.
Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan
besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus.Penggunaan
Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam
hal-hal:
a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu
pembukuan yang lengkap, atau
b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak
ternyata diselenggarakan secara tidak benar.
Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan
hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan
kewajaran. Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib
Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan
untuk menghitung penghasilan neto.
Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan
oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
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atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari
jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak orang pribadi harus
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang
bersangkutan.
Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib
menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan
penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.
Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud
untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,
tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal
Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, Wajib Pajak
tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan,
wajib menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap memilih
menyelenggarakan pembukuan, tetapi:
a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban
pencatatan atau pembukuan; atau
b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau
pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada
waktu dilakukan pemeriksaan sehingga mengakibatkan
peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya
tidak diketahui maka peredaran bruto Wajib Pajak yang
bersangkutan dihitung dengan cara lain yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
dan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas
peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
memerhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan
masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan.
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[Halaman ini sengaja dkosongkan]



PAJAK PENGHASILAN 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang
Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana
pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan
yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara
kegiatan. (Republik Indonesia, 2008)

Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia
pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang
telah memenubhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan
diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran,
dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.
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A. SUBJEK PPH PASAL 21
Subjek PPh Pasal 21 menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

1.

Orang Pribadi (OP)

a. Orang Pribadi (OP) Dalam Negeri
Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal/ berada di
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam 12 (dua belas) bulan, atau dalam suatu tahun
pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat
tinggal di Indonesia.

b. Orang Pribadi (OP) Luar Negeri
Yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal/ berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.

Badan

Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
Warisan yang belum terbagi

Yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak.

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek pajak, menurut UU Nomor 36 Tahun

2008, yaitu:
1. Kantor Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau Pejabat lain
dari Negara Asing.
3. Organisasi Internasional
4. Pejabat Organisasi Internasional

B. OBJEK PPh PASAL 21
Objek PPh Pasal 21, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 , yaitu:
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Penggatian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
imbalan dalam bentuk lainnya

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan
penghargaan.

Laba Usaha.

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang.

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta.

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

Premi asuransi.

Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari
anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas.

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak.

Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan.

Surplus Bank Indonesia
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C. DASAR HUKUM PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL
21

Berikut adalah dasar hukum perhitungan dan pemotonaagan PPh
Pasal 21:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sampai Undang-Undang
Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang
petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang
Pribadi.

3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/P]/2016 tentang pedoman
teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal
26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang
Pribadi.

4. Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.010/2016 tentang
penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap
lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak
Penghasilan.

5. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon,
uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari
tua yang dibayarkan sekaligus.

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang
tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun,
Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan
sekaligus.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.010/2021

9. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 TAHUN 2022
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C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL

Penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final, menurut UU
No. 36 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008), yaitu:

1.

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang
pribadi.

Penghasilan berupa hadiah undian.

Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi
penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada
perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
ventura.

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tana dan/
atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan
persewaan tanah dan/atau bangunan.

D. PEMOTONG PPh PASAL 21
Pemotong PPh Pasal 21, yaitu:

1.

Pemberi Kerja yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan
pegawai.

Bendahara Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan.

Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun
dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka
pensiun.

Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga
ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran
sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
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D. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Ayat (1)
dan (2), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal
Pajak, 2016), yaitu:
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1.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik
berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun
secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan
sejenisnya.

Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun,
tunjangan hari tua, atau jaminanhari tua yang dibayarkan
sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua)
tahunsejak pegawai berhenti bekerja.

Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas,
berupa upah harian, upahmingguan, upah satuan, upah
borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium,
komisi, fee, dan imbalansejenisnya dengan nama dan
dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa
yangdilakukan.

Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang
saku, uang representasi, uangrapat, honorarium, hadiah atau
penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan
imbalan sejenis dengan nama apapun.

Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat
tidak teratur yang diterima ataudiperoleh anggota dewan
komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai
pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus,
atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau
diperoleh mantan pegawai.

Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta
program pensiun yang masihberstatus sebagai pegawai dari
dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan.
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10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang
bersifat final.

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)

berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

E. PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 8, Yang
Tidak Termasuk Dalam Pengertian Penghasilan Yang Dipotong PPh
Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan
asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi
beasiswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau
pemerintah.

3. luran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran
tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan
penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara
jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima
oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Beasiswa

1. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/P]/2016 Pasal 3,Penerima
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak,
2016), yaitu:
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Pegawai.

Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun,

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli

warisnya.

Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri
dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan,
notaris, penilai dan aktuaris.

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,
bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara,
kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain
drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.

c. Olahragawan.

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator.
Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

f.  Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik,
komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi,
elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi
jasa kepada suatu kepanitiaan.

g. Agen iklan.

h. Pengawas atau pengelola proyek.

i. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang
menjadi perantara.

j.  Petugas penjaja barang dagangan.

k. Petugas dinas luar asuransi.

. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct
selling dan kegiatan sejenis lainnya

Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak

merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

Mantan Pegawai.

Peserta Kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.
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F.  PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)

Penghasilan Kena Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) adalah penghasilan wajib pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan
bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan dalam satu tahun pajak. (Republik Indonesia, 2008)

Dengan kata lain Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan
wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam
suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan,
dimana setiap wajib pajak yang telah mempunyai penghasilan wajib
untuk membayar pajak dan menghitung pajak sesuai dengan undang-
undang dan peraturan perpajakan.

Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP Orang Pribadi Dalam
Negeri

Tarif
No. Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Memiliki NPWP | Tidak Memiliki
NPWP
1 | Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5% 6%
2 Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- 15% 18%
3 | Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- | 25% 30%
4 | Diatas Rp. 500.000.000,- 30% 36%
Keterangan:

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (5a),
tentang besarnya tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi WP yang
tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada
tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP.
(Republik Indonesia, 2008)
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Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan UU PPh didefinisikan
sebagai pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan
yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak
penghasilan terdiri dari orang pribadi atau perseorangan, warisan yang
belum terbagi, dan badan. Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam
negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Wajib Pajak adalah orang pribadi
atau badan yang memenuhi definisi sebagai Subjek Pajak dan menerima
atau memperoleh penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Objek Pajak
adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan
nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan dalam UU HPP mengalami perubahan di
antaranya yaitu pada lapisan dan tarif penghasilan kena pajak. Sedangkan
untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengalami perubahan
yaitu tetap sebesar Rp 54.000.000 per tahun atau sebesar Rp 4.500.000
per bulan untuk orang pribadi yang belum menikah. Dengan jumlah
tanggungan maksimal 3 orang. Tanggungan yang dimaksud adalah
anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya
hidupnya ditanggung Wajib Pajak. Untuk ketentuan baru mengenai PPh
pada Wajib Pajak Orang Pribadi mulai berlaku untuk tahun pajak 2022.

UU PPh RUU HPP
Lag?;n Peﬁ;?,t:sni?an Tarif Rentang Penghasilan Tarif
| 0-Rp 50 juta 5% 0-Rp 60 juta 5%
Il >Rp 50-250 juta 15% >Rp 60-250 juta 15%
1l >Rp 250-500 juta 25% >Rp 250-500 juta 25%
v >Rp 500 juta 30% | >Rp 500 juta-5 miliar 30%
\" - - >Rp 5 miliar 35%

G. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal
bagian tahun pajak, Berikut Tarifnya yaitu :
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Keterangan

Status

Besaran PTKP

1. WP Tidak Kawin Tanpa Tanggungan Tidak Kawin/TKO Rp54.000.000
2. WP Tidak Kawin, punya 1 Tanggungan Tidak Kawin/TK1 Rp58.500.000
3. WP Tidak Kawin, punya 2 Tanggungan Tidak Kawin/TK2 Rp63.000.000
4, WP Tidak Kawin, punya 2 Tanggungan Tidak Kawin/TK2 Rp67.500.000
5. WP Kawin Tanpa Tanggungan Kawin/KO Rp58.500.000
6. WP Kawin, punya 1 Tanggungan Kawin/K1 Rp63.000.000
7. WP Kawin, punya 2 Tanggungan Kawin/K2 Rp&67.000.000
8. WP Kawin, punya 2 Tanggungan Kawin/K3 Rp72.000.000

3. WP Kawin dan Penghasilan Istri digabung .
. R Kawin/K/1/0 Rpl12.500.000
Penghasilan Suami Tanpa Tanggungan

10. WP Kawin dan Penghasilan Istri
digabung Penghasilan Suami, Punya 1
Tanggungan

Kawin/K/1/1 Rpll7.000.000

11. WP Kawin dan Penghasilan istri
digabung Penghasilan Suami, Punya 2
Tanggungan

Kawin/K/1/2 Rp121.500.000

12. WP Kawin dan Penghasilan Istri
digabung Penghasilan Suami, Punya 2
Tanggungan

Kawin/K/1/3 Rpl26.000.000

Tanggungan, yaitu:

1. Yangdimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan
sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai
penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib
Pajak.

2. Anak angkat termasuk penambah nilai PTKP. Pengertian anak
angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seseorang yang
belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda
dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib
pajak yang bersangkutan.

Contoh Hubungan keluarga sedarah dan semenda :

[0 Sedarah lurus : Ayah, ibu, anak kandung

[0 Sedarah ke samping : Saudara kandung

[l Semenda lurus : Mertua, anak tiri

0 Semenda ke samping : Saudara Ipar (selain yang di atas tidak
dapat dimasukkan ke dalam tanggungan
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Status Wajib Pajak, terdiri dari:

TK/...  Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;

K/l/...  Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya
tanggungan anggota keluarga;

PH Wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan. PTKP nya tetap seperti PTKP untuk WP kawin yang
penghasilan suami istri digabungan (K/I/. )

HB/.. Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya
tanggungan anggota keluarga. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami
isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak
diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai
dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.(sesuai dengan Pasal 7
UU PPh)

PTKP Karyawati, adalah:

1. Karyawati kawin: sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

2. Karyawati tidak kawin: sebesar PTKP untuk dirinya sendiri +
PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

3. Karyawati kawin yang mempunyai surat keterangan tertulis
dari Pemerintah Daerah setempat serendah- rendahnya
kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima/
memperoleh penghasilan: besanya PTKP adalah PTKP untuk
dirinya sendiri + PTKP status kawin + PTKP untuk keluarga
yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Contoh llustrasi Pph 21 Metode Nett :

Penghitungan PPh dengan metode neto (net) adalah pemotongan
pajak yang dilakukan perusahaan, dimana perusahaanlah yang
menanggung pajak karyawan tersebut.Artinya, gaji yang diterima
karyawan sudah bersih atau tidak termasuk yang akan dipotong pajak
penghasilan.Singkatnya, menghitung PPh 21 dengan menggunakan
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metode Nett adalah pemotongan pajak di mana perusahaan yang
menanggung pajak karyawannya.

Tuan Putra merupakan seorang lajang yang bekerja di PT.Widya
Aditama dengan gaji sebesar Rp10.000.000 Nett (Take Home
Pay). Sehingga potongan PPh 21 yang dikenakan pada Tuan Putra
dari penghitungan jumlah gaji tersebut adalah di luar dari jumlah
nominal Rp10.000.000 itu.Artinya, PPh 21 dari perhitungan nilai gaji
Rp10.000.000 ditanggung oleh perusahaan yang mempekerjakan Tuan
Putra.

Maka Perhitungan Pph 21 Tuan Putra adalah :

Gaji Pokok setahun =Rp10.000.000 x 12 bulan =Rp120.000.000
Biaya Jabatan setahun - ;?523%%)%22&32: -

= Rp500.000 x 12 bulan = Rp6.000.000 (-)
Penghasilan Neto =Rp114.000.000
PTKP (TK/0) = Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak = Rp60.000.000
PPh 21 Terutang:
5% x Rp60.000.000 = Rp.3.000.000
15% = (+)
PPh 21 Terutang setahun = Rp.3.000.000
PPh 21 Terutang sebulan =Rp.3.000.000 / 12 bulan = Rp.250.000
Gaji yang diterima per bulan :el::;:::a;:oo dibayarkan oleh =Rp10.000.000

Contoh ilustrasi perhitungan Pph 21 Metode Gross :

Penghitungan PPh dengan metode gross (bruto) adalah cara
menghitung pajak penghasilan yang secara keseluruhan dibebankan pada
gaji yang seharusnya diterima karyawan.Jadi, gaji yang akan d iterima
karyawan setiap bulannya tersebut belum termasuk potongan pajak
penghasilan.Singkatnya, menghitung PPh 21 dengan menggunakan
metode Gross adalah pemotongan pajak penghasilan di mana karyawan
yang menanggung pajaknya.

Tuan Faisal merupakan seorang lajang dan bekerja di PT.Bina
Nusantara dan perusahaan memberikan gaji Rp10.000.000 gross.
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Maka potongan PPh 21 yang dihitung dari jumlah nominal nominal
tersebut akan dibebankan atau diambil dari nilai Rp10.000.000 itu.
Dengan demikian, PPh 21 dari perhitungan nilai gaji Rp10.000.000 itu
ditanggung oleh Tuan Putra yang akan mengurangi jumlah nominal gaji
yang akan diterimanya.

Maka Perhitungan Pph 21 Tuan Faisal adalah :

Gaji Pokok setahun =Rp10.000.000 x 12 bulan =Rp120.000.000
Biaya Jabatan setahun :ei‘ﬁnl;(anlo.OO0.000 = Rp500.00

= Rp500.000 x 12 bulan = Rp6.000.000 (-)
Penghasilan Neto Setahun =Rp114.000.000
PTKP (TK/0) =Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak = Rp60.000.000
PPh 21 Terutang:
5% x Rp60.000.000 =Rp.3.000.000
15% = (+)
PPh 21 Terutang setahun = Rp.3.000.000
PPh 21 Terutang sebulan =Rp.3.000.000 / 12 bulan = Rp.250.000
Gaji yang diterima sebulan =Rp.10.000.000 — Rp.250.000 = Rp.9.750.000

Contoh ilustrasi Perhitungan Pph 21 dengan metode Gross UP :

Menghitung pajak penghasilan dengan metode gross up ini artinya
memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah potongan pajak
yang ditentukan.Sehingga penghitungan PPh 21 metode Gross Up ini
terbilang lebih rumit dibanding metode Nett ataupun Gross, karena
metode penghitungannya didasarkan pada jumlah tunjangan yang sama
besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Tuan Agus bekerja di PT.Citra Kirana dan masih lajang dengan
kesepakatan gaji adalah Rp.12.000.000 dengan metode Gross Up. Ada
biaya jabatan dan tunjangan pajak.Maka, penghasilan yang akan diterima
Tuan Agus nantinya mengikuti jumlah tunjangan pajak yang diberikan
perusahaan berdasarkan lapisan penghitung yang digunakan untuk
menentukan jumlah mendapatkan jumlah tunjangan pajak tersebut.

Tunjangan Pajak ini dihitung berdasarkan besar Penghasilan Kena
Pajak dengan mengikuti formula Lapisan Penghasilan Kena Pajak, yaitu:
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0) x 5/95 + 0.

Rp.60.000.000 — Rp250.000.000
Rp.57.000.000) x 15/85 + Rp.3.000.000.

Lapisan 1 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.0 -

Lapisan 2 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) >

(PKP setahun -

Lapisan 3 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) >

Rp.250.000.000 - Rp.500.000.000 (PKP setahun -
Rp.218.500.000) x 25/75 + Rp.31.500.000.

0
Rp.60.000.000
(PKP setahun -
a
a
a

Lapisan 4 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) >

Rp.500.000.000 -Rp.5.000.000.000 (PKP setahun -
Rp.406.000.000) x 30/70 + Rp.94.000.000.

Maka Perhitungan Pph 21 Tuan Agus adalah :

Gaji Pokok setahun

=Rp.12.000.000 x 12 bulan

=Rp.144.000.000

Biaya Jabatan setahun

= Rp.12.000.000 x 5%
Rp.600.000 (sebulan) Maximum
Rp.500.000

=Rp.500.000 x 12 bulan

= Rp.6.000.000 (-)

Penghasilan Neto setahun

= Rp.138.000.000

PTKP (TK/0)

= Rp.54.000.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak = Rp.84.000.000
. =Rp.84.000.000 — Rp.57.000.000 x | _

Lapisan 2 15/85 + Rp.3.000.000 =Rp.7.764.706

Tunjangan Pajak sebulan =Rp.7.764.706 / 12 bulan = Rp.647.059

Penghasilan Pokok:

= (Gaji Pokok + Tunjangan PPh 21)

=Rp.12.000.000 + Rp.647.059

=Rp.12.647.059

Penghasilan Bersih sebulan

= (Gaji Pokok — Biaya Jabatan
sebulan)

=Rp12.647.059 — Rp.500.000

=Rp.12.147.059

Penghasilan Bersih setahun

=Rp.12.147.059 x 12 bulan

=Rp.145.764.708

Penghasilan Kena Pajak

= Penghasilan Bersih — PTKP

= Rp.145.764.708 — Rp54.000.000

=Rp.91.764.708

PPh 21 Terutang:

5% x Rp.60.000.000

=Rp.3.000.000

15% x Rp.31.764.708

=Rp.4.764.706 (+)
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=Rp.7.764.706
PPh 21 Terutang sebulan =Rp.7.764.706/ 12 = Rp.647.059
Gaji yang diterima =Rp.12.647.059 — Rp.647.059 =Rp.12.000.000

Contoh Penghitungan PPh 21 Karyawan Harian atau Pekerja Lepas :

Status karyawan atau Pekerja Harian Lepas (PHL) yang dasar
hukumnya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI nomor Kep-100/Men/Vi/2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.Keputusan menteri ini
merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.Namun, ketentuan
dalam UU 13/2003 ini telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat beberapa klaster, salah
satunya Klaster Ketenagakerjaan.UU Cipta Kerja resmi diundangkan
dan berlaku pada 2 November 2020.Dalam UU Cipta Kerja ini diatur
kembali ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT
) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ).

Punya Kewajiban PPh 21

Pekerja yang berstatus karyawan harian atau pekerja lepas juga
memiliki kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.PPh 21 karyawan
harian lepas ini dihitung berdasarkan upah harian dan jumlah akumulasi
upah harian yang diterima dalam satu bulan ( Masa Pajak ).

1. Tidak Dikenakan PPh 21

Karyawan harian lepas yang dikenakan PPh 21 jika:

* Upah > Rp450.000 sehari

e Jumlah upah kumulatif > Rp4.500.000 sebulan
2. Dikenakan PPh 21

Karyawan harian lepas yang tidak dikenakan PPh 21 adalah:

* Jika upah < Rp450.000 sehari

*  Jumlah upah kumulatif < Rp4.500.000

Tarif PPh 21 karyawan harian lepas berdasarkan tarif pajak progresif
Pasal 17 ayat (1) UU PPh sebagai Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ).

Jumlah Penghasilan | Penghasilan Kumulatif
Harian Sebulan

< Rp450.000 < Rp4.500.000 Tidak Dipotong PPh 21

Tarif dan DPP
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> Rp450.000 < Rp4.500.000 5% x (Upah — Rp450.000)
< Rp450.000 > Rp4.500.000 5% x (Upah — PTKP: 360)
> Rp450.000 > Rp4.500.000 5% x (Upah — PTKP: 360)
< Rp450.000 > Rp10.200.000 Tarif progresif UU PPh Pasal 17
> Rp450.000 > Rp10.200.000 Tarif progresif UU PPh Pasal 17

Contoh llustrasi Perhitungan Pph 21 Karyawan Harian Lepas :

Tuan Rinto masih lajang dan bekerja sebagai karyawan harian
lepas di PT.Guna Jaya Sukses pada Januari 2021. Upah harian yang
diberikan sebesar Rp.450.000 per hari selama 10 hari.Pada Februari
2021, Tuan Rinto menerima upah sebesar Rp.550.000 per hari selama
11 hari.Berikutnya pada bulan Maret 2021, upah harian Tuan Rinto di
PT.Guna Jaya Sukses ini sebesar Rp.750.000.000 selama 12 hari.Berikut
penghitungan PPh 21 Tuan Rinto sebagai karyawan harian lepas dan
upah yang akan diterima setelah dipotong pajak:

Januari
Upah harian = Rp.450.000 x 10 hari = Rp.4.500.000
PTKP = Rp.4.500.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak = Rp.0 (Nihil)
Upah yang diterima = Rp.4.500.000 — Rp.0 = Rp.4.500.000
Februari
Upah harian =Rp.550.000 x 11 hari = Rp.6.050.000
PTKP =11 x (Rp.54.000.000 / 360) =Rp.1.650.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak 11 hari = Rp.4.400.000
Dipotong PPh 21 =5% x Rp.4.400.000 =Rp.220.000
Upah yang diterima = Rp.6.050.000 — Rp.220.000 = Rp.5.830.000
Maret
Upah harian =Rp.750.000 x 12 hari = Rp.9.000.000
PTKP =12 x (Rp.54.000.000 / 360) = Rp.1.800.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak 12 hari =Rp.7.200.000
Dipotong PPh 21 =5% x Rp.7.200.000 = Rp.360.000
Upah yang diterima =Rp.9.000.000 — Rp.360.000 = Rp.8.640.000

Contoh llustrasi Perhitungan Pph 21 Lembur :

Dengan adanya lembur, maka jumlah jam kerja karyawan bertambah
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dan aka nada tambahan kompensasi berupa uang lembur.Uang lembur
yang diberikan perusahaan kepada karyawan juga dikenakan PPh Pasal
21 Uang Lembur.Kewajiban pemberian uang lembur bagi karyawan
yang melakukan jam kerja lebih diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
Penghitungan PPh 21 Uang Lembur ini diatur dalam Peraturan
Direktorat Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-16/PJ/2016 tentang
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.Tuan Putra merupakan karyawan
di PT.Anugerah Cipta, sudah menikah dan punya 1 anak, Tuan Putra
melakukan kerja lembur pada Desember 2022 dengan jumlah uang
lembur yang diberikan perusahaan sebesar Rp.5.000.000. Gaji Tuan Putra
adalah Rp.10.000.000 per bulan dan Iuran Pensiun Rp.400.000 Perbulan.

Maka, PPh 21 yang harus dibayar dengan adanya uang lembur tersebut

adalah:
Gaji Pokok setahun =Rp.10.000.000 x 12 bulan =Rp.120.000.000
Uang Lembur Desember = Rp.5.000.000 (+)
Penghasilan Bruto setahun =Rp.125.000.000
Penghasilan Bruto sebulan | =Rp.10.000.000 + Rp.5.000.000 =
Desember Rp15.000.000
Biaya Jabatan sebulan ::;/:;;I;pl0.000.000 =Rp.500.000
Biaya Jabatan setahun =Rp.500.000 x 12 bulan = Rp.6.000.000
luran Pensiun setahun = Rp.400.000 x Rp12 bulan = Rp.4.800.000 (-)
Penghasilan Neto Setahun =Rp.114.200.000
PTKP (K/1) =Rp.63.000.000 ()
Penghasilan Kena Pajak =Rp.51.200.000
PPh 21 Terutang:
5% x Rp.51.200.000 =Rp.2.560.000
15% x = (+)
PPh 21 Terutang setahun =Rp.2.560.000
PPh 21 Terutang sebulan = Rp2.560.000 / 12 bulan =Rp.213.333
Gaji diterima pada Desember | = Rp15.000.000 — Rp223.333 =14.776.666

Contoh llustrasi Perhitungan Pph 21 Karyawan mengalami kenaikan gaji :

Tuan Putra merupakan karyawan tetap di PT.Fiksco indo dengan gaji
pada Januari 2022 sebesar Rp.10.000.000 dan iuran pensiun Rp.400.000.
Tuan Putra sudah menikah tapi belum punya anak. Kemudian pada Juli
2022 Tuan Putra mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp.2.000.000 dan
iuran pensiun naik jadi Rp.480.000.

PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)




Maka, PPh 21 yang harus dibayar Tuan Putra atau dipotong perusahaan pada
saat pembayaran gaji Juli 2022 adalah:

Gaji Pokok setahun

=Rp.10.000.000 x 12 bulan

=Rp.120.000.000

Biaya Jabatan sebulan

=5%xRp.10.000.000=Rp.500.000

Biaya Jabatan setahun

=Rp.500.000 x 12 bulan

=Rp.6.000.000

luran Pensiun setahun

= Rp.400.000 x 12 bulan

= Rp.4.800.000 (-)

Penghasilan Neto Setahun

=Rp.109.200.000

PTKP (K/0)

= Rp.58.500.000
()

Penghasilan Kena Pajak

=Rp.50.700.000

PPh 21 Terutang:

5% x Rp.50.700.000

= Rp.2.535.000

15%

- +)

PPh 21 Terutang setahun =Rp.2.535.000
PPh 21 Terutang sebulan =Rp2.535.000 / 12 bulan =Rp.211.250
Gaji diterima sebulan (Januari- | _ o 10 000,000~ Rp.211.250 | = Rp.9.788.750

Juni)

Gaji mulai Juli 2022

Gaji Pokok setahun

= Rp.10.000.000 + Rp2.000.000
x 12

= Rp.144.000.000

= 5% x Rp.12.000.000 x 12

Biaya Jabatan setahun (Maksimal Rp.6.000.000/tahun) = Rp.6.000.000

luran Pensiun setahun =Rp.480.000 x 12 =Rp.5.760.000 (-)
Penghasilan Neto =Rp.132.240.000
PTKP (K/0) =Rp58.500.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak

=Rp,73.740.000

PPh 21 Terutang:

5% x Rp.60.000.000

=Rp.3.000.000

15% x Rp.13.740.000

= Rp.2.061.000 (+)

PPh Terutang disetahunkan

= Rp.5.061.000

PPh Terutang sebulan

=Rp.5.061.000/ 12

=Rp.421.750

Gaji yang diterima

= Rp.12.000.000 — Rp.421.750

=Rp.11.578.250

Contoh llustrasi Perhitungan Pph 21 THR dan Bonus :

Ketentuan penghitungan pajak dari Tunjangan Hari Raya yang

Bab 4 |Pajak Penghasilan Pasal 21

85



diterima karyawan sesuai UU PPh diberikan setahun sekali.Sedangkan
bonus umumnya juga akan diterima karyawan setahun sekali namun
kebijakan diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Tuan Putra seorang lajang yang bekerja di PT. Indo Pasific selama
2 tahun dengan gaji per bulan Rp.10.000.000. Pada tahun 2022 Tuan
Putra menerima THR.Maka Perhitungan Pph 21 Tuan Putra adalah :

Gaji Pokok setahun

= Rp.10.000.000 x 12 bulan

=Rp.120.000.000

Biaya Jabatan setahun

=5% x Rp.10.000.000 x 12 bulan

= Rp.6.000.000 (-)

Penghasilan Neto Setahun

=Rp.114.000.000

PTKP (TK/0)

= Rp.54.000.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak = Rp.60.000.000
PPh 21 Terutang:

5% x Rp.60.000.000 =Rp.3.000.000

15% = (+)

PPh 21 Terutang setahun = Rp.3.000.000
PPh 21 Terutang sebulan | =Rp.3.000.000 / 12 bulan = Rp.250.000
Gaji yang diterima =Rp.10.000.000 — Rp.250.000 =Rp.9.750.000

Gaji Pokok setahun

=Rp.10.000.000 x 12 bulan

=Rp.120.000.000

THR

=1 bulan gaji

= Rp.10.000.000 (+)

Penghasilan Bruto

=Rp.130.000.000

Biaya Jabatan setahun

=5% x Rp.10.000.000 x 12 bulan

= Rp.6.000.000 (-)

Penghasilan Neto Setahun

=Rp.124.000.000

PTKP (TK/0)

= Rp.54.000.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak = Rp.70.000.000
PPh 21 Terutang:

5% x Rp.60.000.000 = Rp.3.000.000

15% x Rp.10.000.000 =Rp.1.500.000 (+)

PPh 21 Terutang setahun = Rp.4.500.000
PPh 21 Terutang sebulan | = Rp.4.500.000 / 12 bulan =Rp.375.000
THR yang diterima =Rp.10.000.000 — Rp.375.000 =Rp.9.625.000

Gaji + THR yang diterima

= Rp9.750.000 + Rp.9.625.000

=Rp.19.375.000
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BAB 5

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22

Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 22

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak
Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau
pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan
berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Menteri Keuangan dapat menetapkan:

1.

bendahara pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22
sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau
kegiatan usaha di bidang lain; dan

Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari
pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU PPh, yang dapat ditunjuk
sebagai pemungut pajak adalah:

1.

bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah,
dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan
pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam
pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain
yang menjalankan fungsi yang sama;
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badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta,
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha
di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu
antara lain otomotif dan semen; dan

Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli
atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan
pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap
pembelian barang yang memenubhi kriteria tertentu sebagai barang
yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya
maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah,
apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan
sangat mewah.

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak
yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100%
(seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang
dapat menunjukkan NPWP.

Pemungut PPh Pasal 22
Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

1.

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang;

Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan
lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran
atas pembelian barang;

Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang
persediaan (UP);

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat
Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian
barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS);

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan, yang meliputi:
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1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.,
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi
Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT
Krakatau Steel (Persero);

2. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan
pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan
untuk keperluan kegiatan usahanya.

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,

perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian

bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan
industrinya atau ekspornya.

Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas

tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari

badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh
Pasal 22 saat penjualan adalah:

1.

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen,
industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri
farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di
dalam negeri;

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang
Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor,
atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar
gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, dan pelumas;

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri
baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu
yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/
PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh
Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan
barang yang tergolong sangat mewah.
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Tarif PPh Pasal 22
Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai

berikut:

1.

Atas impor:

1. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x
nilai impor;

2. non-API = 7,5% x nilai impor;

3. yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.

Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara

Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak

termasuk PPN dan tidak final.)

Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

1. Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)

2. Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)

3. Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)

4. Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh

produsen atau importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas

adalah sebagai berikut:

1. Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final.
Selain penyalur/agen bersifat tidak final

Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau

ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga

pembelian (tidak termasuk PPN)

Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh

importir yang menggunakan API = 0,5% x nilai impor.

Atas penjualan

1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp
20.000.000.000,-

2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp
10.000.000.000,-

3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga
pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas
bangunan lebih dari 500 m2.
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4. Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual
atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau
luas bangunan lebih dari 400 m2.

5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang
dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi
purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual
lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan
kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga
jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar
penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah
dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor
Pokok Wajib Pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak
Penghasilan;

2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau
Pajak Pertambahan Nilai;

3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata
dimaksudkan untuk diekspor kembali;

4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang
telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang
sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan
perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat
yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan
dengan:
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1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (Bendahara
Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara
pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah
Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)), yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah;

2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN
tertentu dan Bank BUMN) yang jumlahnya paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan
pembayaran yang terpecah-pecah;

3. pembayaran untuk:

1. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas,
benda-benda pos;
2. pemakaian air dan listrik.

6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang
perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;

7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan
penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas

barang impor sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, tetap berlaku

dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar

0% (nol persen).

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 6 dinyatakan
dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada point 4, 5, dan 7 di atas
dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

Ketentuan Pengecualian pengenaan PPh Pasal 22 atas kegiatan
Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN,
atas impor sementara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai
dan/atau Direktur Jenderal Pajak.
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Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan
dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:

1. yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa
bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor,
ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan
Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan
karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana
mestinya;

2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor
6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana
diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun
1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;

3. berupa kiriman hadiah;

4. untuk tujuan keilmuan.

3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada
belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp
2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik,

gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

Saat Terutang dan Pembayaran

PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan
dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk
ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari
pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat
penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah
dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit Surat Perintah
Membayar, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk
keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan Bank BUMN,
terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
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PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi Badan usaha yang
bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri
baja, industri otomotif, dan industri farmasi dan atas penjualan
kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM
dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada
saat penjualan.

PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah
pengeluaran barang (delivery order).

Cara Penyetoran

1. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan
dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan
atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui
Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak.
2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh
Bendahara Pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan
pejabat penerbit Surat Perintah Membayar, wajib disetor oleh
pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa,
atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama
rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
Surat Setoran Pajak tersebut berlaku juga sebagai Bukti Pemungutan
Pajak

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak selain , wajib
disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa,
atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak.

Pemungut wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.

Kewajiban Pelaporan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib
melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.
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Semua Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat
diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi
Wajib Pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak,
bahan bakar gas, dan pelumas oleh Produsen atau importir bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur/agen.

Pajak Penghasilan Pasal 22 ( Peraturan Menteri Keuangan No.58/
PMK.03/2022 )

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH PIHAK LAIN
Penjelasan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No.58/PMK.03/2022 :

(1) Ataspenghasilan yang diterima atau diperoleh Rekanan sehubungan
dengan transaksi:

a. penjualan barang

b. penyerahan jasa; dan/ atau

c. persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam
Sistem Informasi Pengadaan terutang Pajak Penghasilan Pasal
22.

(2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi:

a. jasadengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan
kepada Rekanan yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri

b. jasa yang pembayarannya dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan
belanja daerah, atau anggaran pendapatan dan belanja desa
yang dibayarkan kepada Rekanan yang merupakan Wajib Pajak
badan dalam negeri termasuk bentuk usaha tetap

c. jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain
yang dibayarkan kepada Rekanan yang merupakan Wajib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap;

d. jasa pelayaran dalam negeri atau jasa penerbangan dalam
negeri yang dilakukan oleh Rekanan yang merupakan Wajib
Pajak tertentu

e. jasa konstruksi; dan/atau

f.  jasayangdilakukan oleh Rekanan yang merupakan Wajib Pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu selainjasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas.
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(3) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipungut atas pembayaran kepada Rekanan baik menggunakan
kartu kredit pemerintah maupun cara lainnya dalam mekanisme
Uang Persediaan.

(4) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pihak Lain.

(5) Pihak Lain tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal

22 atas:

a. pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan
umum oleh Rekanan yang merupakan Wajib Pajak orang
pribadi yang dilakukan melalui Pihak Lain; dan/atau

b. pembayaran sehubungan dengan transaksi penjualan barang,
penyerahan jasa, dan/ atau persewaan dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan oleh
Rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme
Pembayaran Langsung.

(6) Atas penghasilan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal

22 oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak
dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh
pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan selain Pihak Lain.

Penjelasan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No.58/PMK.03/2022 :

(1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penghasilan

@

®3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu sebesar 0,5% (nol
koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam
dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kredit pajak bagi Rekanan dan dapat diperhitungkan sebagai
pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Rekanan.
Dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas penghasilan Rekanan yang
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan di bidang perpajakan, Pajak Penghasilan
Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Rekanan.
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(4)

(5)

(6)

@)

8)

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi: a. Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan atas persewaan
tanah dan/ atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan, usahajasa konstruksi, atau pembelian barang atau
penggunaanjasa dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu; atau b. Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal
15 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas imbalan jasa pelayaran
dalam negeri

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan bagian dari pelunasan
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak
Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Rekanan.

Dalam hal terdapat selisih kurang antara Pajak Penghasilan yang
bersifat final yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan dan Pajak Penghasilan
Pasal 22 yang telah dipungut oleh Pihak Lain, selisih atas Pajak
Penghasilan dimaksud wajib disetor sendiri oleh Rekanan sebagai
Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Dalam hal terdapat selisih lebih antara Pajak Penghasilan Pasal 22
yang telah dipungut oleh Pihak Lain dan Pajak Penghasilan bersifat
final yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan, selisih lebih atas Pajak Penghasilan
dimaksud dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang
seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ketentuan mengenai contoh penghitungan dan pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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[Halaman ini sengaja dkosongkan]



BAB 6

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak pemotongan yang

dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal,
sewa dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, penyerahan
jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21.
PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh suatu badan,
sementara di sisi lain, PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima
oleh orang pribadi. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya
transaksi antara dua pihak, yaitu:

Pihak penerima penghasilan (pemberi jasa) akan dikenakan PPh
23 dan

Pihak pemberi penghasilan (penerima jasa) akan memotong,
membayar dan melaporkan PPh 23 tersebut ke kantor pajak. Namun
demikian, tidak semua pihak dapat memotong ataupun dikenakan
PPh 23. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang tercakup pada
kelompok berikut ini:

Pemotong PPh 23 1. Badan Pemerintah, Wajib Pajak Badan Dalam
Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau
Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya. 2. Wajib Pajak Orang
pribadi Dalam Negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh
23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE-08/PJ.4/1995, yaitu:




* Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan
Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

e Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan.

*  Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 :

1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 :

e UU Nomor 7 Pasal 4 tahun 1983 stdtd UU Nomor 36 tahun 2008
tentang pajak penghasilan

*  UU Nomor 7 Pasal 23 tahun 1983 stdtd UU Nomor 36 tahun 2008
tentang pajak penghasilan;

e Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 tentang jenis
jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C
angka 2 UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan;

*  Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis
jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C
angka 2 UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan;

*  Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-50/PJ/1994 tentang
penunjukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai
pemotong pajak penghasilan pasal 23;

* Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2017
tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat
pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26
serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dan/
atau pasal 26;

*  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/P].4/1995 tentang
wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai
pemotong pajak penghasilan pasal 23.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan
pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal
23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 :

100 PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)




Tarif 15% dari jumlah bruto atas :

* Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi
dikenakan final, bunga dan royalti;

* Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal
21;

Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang
berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau
bangunan.
Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi dan jasa konsultan.
Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah
yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/
PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih
tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya
oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak
termasuk:

*  Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga
kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan
pengguna jasa;

* Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material
(dibuktikan dengan faktur pembelian);

* Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk
selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan
faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);

* Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu
penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata
telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga
(dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran
yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
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Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah
dikenakan pajak yang bersifat final;

Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan
pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang
dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga
kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan
pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah,
atau honorarium;

Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil
pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan.
Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan
barang atau material;

Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal
ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan
disertai dengan perjanjian tertulis;

Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian
atau reimbursement. Ini berlaku untuk biaya yang telah
dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini
harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 telah ditambahkan oleh
pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum
dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.Berikut ini adalah daftar objek pph
23 jasa lainnya tersebut:

1.

© N Uk D

Penilai (appraisal);

Aktuaris;

Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
Hukum;

Arsitektur;

Perencanaan kota dan arsitektur landscape;

Perancang (design);

Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas
bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap
(BUT);
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.

Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan
minyak dan gas bumi (migas);

Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi
dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);

Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
Penebangan hutan;

Pengolahan limbabh;

Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
Perantara dan/atau keagenan;

Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang
dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan
oleh KSEI;

Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

Mixing film;

Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide,
klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem
komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
Pembuatan dan/atau pengelolaan website;

Internet termasuk sambungannya;

Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data,
informasi, dan/atau program;

Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas,
AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak
yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai
izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan
oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi
dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;

Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
Maklon;
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29.
30.
31.

32.
33.
34,
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
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Penyelidikan dan keamanan;

Penyelenggara kegiatan atau event organizer;

Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media
luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/
atau jasa periklanan;

Pembasmian hama;

Kebersihan atau cleaning service;

Sedot septic tank;

Pemeliharaan kolam;

Katering atau tata boga;

Freight forwarding;

Logistik;

Pengurusan dokumen;

Pengepakan;

Loading dan unloading;

Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh
lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian
akademis;

Pengelolaan parkir;

Penyondiran tanah;

Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;

Pembibitan dan/atau penanaman bibit;

Pemeliharaan tanaman;

Permanenan;

Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan
dan/atau perhutanan;

Dekorasi;

Pencetakan/penerbitan;

Penerjemahan;

Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal
15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Pelayanan pelabuhan;

Pengangkutan melalui jalur pipa;

Pengelolaan penitipan anak;

Pelatihan dan/atau kursus;
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58.
59.
60.
61.
62.

Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;

Sertifikasi;

Survey;

Tester;

Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya
dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah).

Pihak Pemotong PPh Pasal 23 dan Pihak yang Dikenakan PPh Pasal 23

Tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal
23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok
berikut ini:

1. Pihak pemotong PPh Pasal 23:

Badan pemerintah;

Subjek pajak badan dalam negeri;
Penyelenggara kegiatan;

Bentuk Usaha Tetap (BUT);

Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk
Direktur Jenderal Pajak.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

Wajib pajak dalam negeri;
Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pengecualian PPh 23
Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;

2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna
usaha dengan hak opsi;

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/
BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan
dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham
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pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua
puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

* Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-
saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk
pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

* SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya;

*  Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha
atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman
dan/atau pembiayaan.

Pajak Penghasilan Pasal 23

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-368/PJ/2020)

*  Menetapkan seluruh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan
menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/
atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER04 / PJ / 2017, yang belum ditetapkan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

a. KEP-178/P]/2017

b. KEP-1 78/P]/2018

c. KEP-452/P]/2018

d. KEP-599/PJ/2019

e. KEP-652 / PJ / 2019; dan

f. KEP-269 /PJ] /2020

tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/
atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan
dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/P]/2017,
sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 yang
diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2017 mulai Masa Pajak September 2020.
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*  Terhadap Wajib Pajak yang:

a. telah terdaftar sebelum 1 September 2020 namun tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA

b. baru terdaftar sejak 1 September 2020
keharusan membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal
26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-04/PJ/2017 berlaku sejak Masa Pajak Wajib Pajak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA.

Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA wajib memiliki sertifikat elektronik sesuai
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-04/PJ/2020.
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PAJAK PENGHASILAN
PASAL 24

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau
terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap
pajak yang terutang Berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak
yang sama. Pajak penghasilan pasal 24 atau Kredit Pajak Luar Negeri,
merupakan perhitungan berapa besar jumlah pajak yang sudah dibayar
atas penghasilan diluar negeri dan pajak tersebut dapat dikreditkan
atau dikurangkan dari penghasilan yang ada didalam negeri sehingga
menghindari pengenaan pajak berganda.

Pada dasarnya PPh Pasal 24 mengatur tentang besarnya kredit
pajak yang dapat diperhitungkan atas pemotongan pajak/ pajak yang
dibayar/ pajak yang terutang di luar negeri. Hal ini sesuai dengan ayat
1 dan 2 Pasal 24 UU PPh :

1. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan
dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam
negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan
Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

2. Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri
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tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang
berdasarkan Undang-undang ini.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 24
Yang menjadi Subjek PPh Pasal 24 adalah: Wajib Pajak dalam negeri

terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 24
Objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar

negeri.

Penentuan Sumber Penghasilan PPh Pasal 24

Dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang

dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu
diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut:

1.
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Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan
dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat
badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan
atau bertempat kedudukan.

Penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan
penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang
membayar atau dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut
bertempat kedudukan atau berada.

Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta
tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.
Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan,
dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau
dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
Penghasilan bentuk usaha tetap adalah Negara tempat bentuk usah
tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
Penghasilan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan
atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan
dalam perusahaan pertambangan adalah Negara tempat lokasi
penambangan berada.

Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah Negara tempat
harta tetap itu berada.
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8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari
suatu bentuk usaha tetap adalah Negara tempat bentuk usaha tetap
itu berada.

Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri

Penggabungan penghasilan dari luar negri dilakukan sebagai
berikut:

a. Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak
diperolehnya penghasilan tersebut

b. Untuk penghasilan lainnya, seperti penghasilan bunga,
sewa, dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya
penghasilan tersebut

c. Untuk penghasilan berupa deviden untuk mengurangi
kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap
penanaman modal diluar negri selain pada badan usaha yang
menjual sahamnya dibursa efek, Menteri Keuangan berhak
untuk menentukan saat diperolehnya deviden. Jadi, Pajak
Penghasilan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang
dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima
dan diperoleh oleh Wajib Pajak, baik penghasilan tersebut
berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam
menghitung Pajak Penghasilan, maka seluruh penghasilan
tersebut digabungkan dalam tahun pajak di peroleh atau
diterimanya penghasilan, atau dalam tahun pajak.

Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri Yang Boleh Dikreditkan

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan hanya atas pajak
yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak dari luar negeri, dan setinggi tingginya sama dengan
jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak
boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara
penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan Kena Pajak dikalikan
dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi-
tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan Kena
Pajak dalam hal penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan
luar negeri.
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Rumus :

Maksimum Kredit Pajak = Penghasilan LN x Pajak terhutang tahun
berjalan PKP

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/KMK.03/2002
Tentang Kredit Pajak Luar Negeri

Penjelasan Pasal 1

(1) Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas Penghasilan Kena
Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan
yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

(2) Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan
sebagai berikut:

a. untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak
diperolehnya penghasilan tersebut;

b. untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak
diterimanya penghasilan tersebut

c. untuk penghasilan berupa deviden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan
deviden tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

(3) Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan
dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Penjelasan Pasal 2

(1) Apabila dalam Penghasilan Kena Pajak terdapat penghasilan yang
berasal dari luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan
terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia.

(2) Pengkreditan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri
tersebut dengan penghasilan di Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2).

112 PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)




(3) Jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling
tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar
negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu.

(4) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihitung
menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap
Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas
Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang
terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena
Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

(5) Apabila Penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka
penghitungan Kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dilakukan untuk masing-masing negara.

(6) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
tidak termasuk Penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat
final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan atau penghasilan
yang dikenakan pajak tersendiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat
(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Penjelasan Pasal 3

e Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang
di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kelebihan tersebut
tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang
tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau
pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi.

Penjelasan Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak
wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak
dengan dilampiri:

a. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar
negeri

b. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar
negeri; dan

c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
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@)

Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersamaan dengan
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Penjelasan Pasal 5

Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat
memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena alasan-alasan di luar
kemampuan Wajib Pajak (force majeur).

Penjelasan Pasal 6

(D

)

®3)

Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal
dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan
dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan
tersebut.

Dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, maka atas
kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000.

Dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) menyebabkan Pajak Penghasilan lebih dibayar, maka atas
kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah
diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 24 Konsolidasi UU HPP

(1

@)
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Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan
dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam
negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan
Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri
tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang
berdasarkan Undang-undang ini.
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(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan,
sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan
dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara
tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut
didirikan atau bertempat kedudukan;

b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan
dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak
yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa
tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan
harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;

d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan adalah Negara tempat pihak yang
membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat
kedudukan atau berada

e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk
usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan

f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara
tempat lokasi penambangan berada

g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara
tempat harta tetap berada

h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari
suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha
tetap berada.

(4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat

(3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud
pada ayat tersebut.

(5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan
ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak
yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan
jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu
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dilakukan.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan Pajak atas
penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Penting :

Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh
penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi
karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya
pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
dapat dikreditkan terhadap Pajak yang terutang atas seluruh penghasilan
Wajib Pajak dalam negeri.

Contoh Perhitungngan Pajak Penghasilan 24

Penghitungan PPh Pasal 24 kredit pajak luar negeri adalah sebagai
berikut : Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut :

Contoh 1:
1. Penghasilan Luar negeri :
a. laba di negara India = Rp. 100.000.000,00
b. laba di negara Singapore = Rp. 750.000.000,00
c. Jumlah penghasilan luar negeri = Rp. 850.000.000,00
Penghasilan dalam negeri = Rp. 400.000.000,00
3. Jumlah penghasilan neto adalah :
Rp. 850.000.000,00 + Rp. 400.000.000,00 = Rp. 1.250.000.000,00
4. PPh terutang (menurut tarif Pasal 17 dengan fasilitas ) =
Rp.137.500.000
5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing
negara adalah :
a. Untuk negara India
= Rp.100.000.000,00 xRp.137.500.000 = Rp.11.000.000,00
Rp.1.250.000.000,00
Walaupun Pajak yang terutang di negara India sebesar Rp.
40.000.000,00, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan
adalah Rp.11.000.000,00
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b. Untuk negara SG
= Rp. 750.000.000,00 xRp.137.500.000 = Rp.82.500.000,00
Rp.1.250.000.000,00

Walaupun Pajak yang terutang di negara Singapore sebesar Rp.
75.000.000,00, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan
adalah Rp.82.500.000,00.

Jumlah PPh Pasal 24 kredit pajak luar negeri yang diperkenankan
adalah :

Rp. 11.000.000,00 + Rp. 82.500.000,00 = Rp. 93.500.000,00

Contoh 2 :

Penghitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di
dalam negeri PT.Global Putra Indonesia berkedudukan di Indonesia
memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2010 sebagai berikut:

- Dinegara Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha
sebesar Rp.600.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 30%)

- Di dalam negeri menderita kerugian sebesar Rp.200.000.000
Penghitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut:

1. Menghitung total penghasilan kena pajak penghasilan kena pajak
dari negara Thailand Rp.600.000.000 kerugian usaha dalam negeri
(Rp.200.000.000) jumlah penghasilan neto Rp.400.000.000

2. Menghitung PPh terhutang (Tarif permisalan P3B)
10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
30% x Rp 300.000.000 = Rp 90.000.000
Jumlah pajak terutang Rp102.500.000
3. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan

(Rp.600.000.000 : Rp.400.000.000) x Rp.102.500.000 =
Rp.153.750.000

4. Menghitung total PPh yang di potong/dibayar diluar negeri :
30% x Rp.600.000.000 = Rp.180.000.000
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BAB 8

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25

Pajak Penghasilan 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang
harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun
pajak berjalan. Disamping itu dalam ketentuan pasal 25 ayat 1 UU
PPh juga mengasumsikan bahwa kondisi usaha Wajib Pajak di tahun
berikutnya stabil atau tidak ada perubahan. Namun jika usaha Wajib
Pajak mengalami perubahan yang signifikan, maka besarnya angsuran
PPh 25 yang pernah dihitung menjadi tidak relevan.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-537/PJ./2000

Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan
Dalam Hal-Hal Tertentu

Penjelasan Pasal 1 :

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

a. Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak
Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000.
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b. Hal-hal tertentu adalah:

1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu
yang ditentukan

4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan

5) Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran
bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum
pembetulan

6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib
Pajak.

c. Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan
Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding,
sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

d. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima
atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam
setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha,
pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali
penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah
keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang
asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain )
sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha
pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

Penjelasan Pasal 2 :

(1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak
berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar Pajak
Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan

120 Hukum Pidana Militer di Indonesia




sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikurangi dengan Pajak
Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak
Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,
dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dibagi 12 (dua belas)
atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(2) Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang
lalu atau dasar penghitungan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
522 tanggal 14 Desember 2000 setelah dikurangi dengan
kompensasi kerugian.

(3) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun pajak yang lalu atau dasar penghitungan lainnya seperti
tersebut dalam ayat (2) menyatakan rugi (lebih bayar atau
nihil), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.

Penjelasan Pasal 3 :

(1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak
memperoleh penghasilan tidak teratur adalah sebesar Pajak
Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikurangi dengan Pajak
Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak
Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,
dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dibagi 12 (dua belas)
atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(2) Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang
lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut.
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Penjelasan Pasal 4 :

(1) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun pajak yang lalu disampaikan Wajib Pajak setelah lewat
batas waktu yang ditentukan, besarnya Pajak Penghasilan
Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum
disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah
sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan
terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.

(2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung
kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan
berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan.

(3) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) lebih besar dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas
kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang
bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu
yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal
penyetoran.

(4) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) lebih kecil dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan
setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan
ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Penjelasan Pasal 5 :
(1) Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
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Penghasilan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-
bulan mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya Surat
Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya
Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung berdasarkan Surat
Pemberitahuan Tahunan sementara yang disampaikan Wajib
Pajak pada saat mengajukan permohonan ijin perpanjangan.

(2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan
berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan.

(3) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) lebih besar dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas
kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang
bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu
yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal
penyetoran.

(4) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) lebih kecil dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan
setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan
ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Penjelasan Pasal 6 :

(1) Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan membetulkan
sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun pajak yang lalu, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25
dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan
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)

3)

Pembetulan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal
2 dan Pasal 3 dan berlaku surut mulai bulan batas waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah
pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) lebih besar dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kekurangan
setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sesuai
ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu yang dihitung
sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari
masingmasing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.
Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah
pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) lebih kecil dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran
Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke Pajak
Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan.

Penjelasan Pasal 7 :
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(1)

(2)

Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu
tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak
Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut
kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak
Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan
besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pengajuan permohonan pengurangan besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
harus disertai dengan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan
yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang
akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan
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Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang
bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal
diterimanya surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan
Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak
tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan
pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan
penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun
pajak yang bersangkutan.

(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami
peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang
akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150%
(seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang
terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25, besarnya Pajak Penghasilan Pasal
25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang
bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan
kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut oleh Wajib
Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang jatuh tempo
pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 25 dan batas waktu pelaporannya

1. Ketentuan Pembayaran

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU
PPh memiliki batas waktu pembayaran paling lambat tanggal 15
(lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam
hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertetapan dengan hari
libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi,
Bank Devisa Persepsi atau kantor pos dengan sistem pembayaran
online. Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran
Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila
telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara
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(NTPN). Pembayaran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo
pembayaran, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari
bulan penuh 1 (satu) bulan, (Pasal 9 ayat 2a UU KUP).

2. Ketentuan Pelaporan

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat
pembayaran dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN,
maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal
validasi yang tercantum pada SSP. Wajib Pajak dengan jumlah
angsuran PPh Pasal 25 nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam
bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan
pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi
NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa
PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PMK Nomor
242/PMK.03/2014 mengatur bahwa SPT masa PPh Pasal 25 wajib
dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam
hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk
hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada
hari kerja. Apabila SPT Masa PPh Pasal 25 tidak disampaikan dalam
jangka waktu tersebut, akan dikenai sanksi administrasi berupa
denda Rp.100.000.

Perlakuan Perpajakan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak UMKM tentang Pajak
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib
Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013
yang berlaku mulai 1 Juli 2013, Wajib Pajak diharapkan dipermudah
dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga tidak ada
celah bagi Wajib Pajak yang dalam kegiatan usahanya memiliki
omzet dibawah 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak untuk tidak
membayar pajak. Keadaan di kalangan masyarakat tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan pemerintah, karena masih ada pelaku
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UMKM yang merasa bahwa tarif 1% dari omzet dirasa terlalu
membebani. Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait
UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Aturan baru ini telah
memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM menjadi 0,5%
dengan syarat omzet dibawah 4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak.

Perubahan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

a) Penurunan tarif (1% menjadi 0,5%)

b) Penambahan ketentuan jangka waktu

c) Penyesuaian kriteria Wajib Pajak badan

d) Penyesuaian pengecualian subjek yang dikenakan Peraturan
Pemerintah

e) Penambahan cara penyetoran (dipotong/dipungut)

f) Penegasan omzet untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan
status Pisah Harta (PH) dan Manajemen Terpisah (MT)

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemerintah telah mengesahkan undang-undang baru terkait
perpajakan yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP). Salah satu kebijakan Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut menyebutkan adanya
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP OP UMKM.
Kebijakan ini berlaku per tahun pajak 2022, PTKP ini tidak hanya
untuk wajib pajak Orang Pribadi saja, tapi WP OP UMKM juga
ada PTKPnya yaitu sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun. Artinya,
penghasilan UMKM OP dengan penghasilan kurang dari atau sama
dengan Rp500 juta setahun tidak perlu membayar PPh final sebesar
0,5%.

Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

Pajak penghasilan atau PPh 25 badan adalah pajak yang dipungut
oleh pemerintah atas keuntungan bisnis.Jenis Pajak Penghasilan
ini umumnya mengenakan pajak atas keuntungan bisnis, yang
merupakan pendapatan (apa yang dihasilkan bisnis dalam
penjualan) dikurangi biaya operasional.Namun, biaya investasi
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modal seperti peralatan, mesin, dan bangunan tidak dapat
dikurangkan.

Jenis badan atau perusahaan yang dibebani PPh 25 Badan adalah
sebagai berikut:

PT (Perseroan Terbatas)

BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
Firma

Koperasi

Kongsi

Persekutuan

Perkumpulan

Dana Pensiun

Yayasan

Ormas (Organisasi Masyarakat)
Organisasi Sosial Politik

KIK (Kontrak Investasi Kolektif)
BUT (Bentuk Usaha Tetap)
Organisasi, lembaga, dan bentuk badan lainnya yang serupa

Ada pula yang Bukan Tergolong Subjek PPh Badan, antara lain:

Kantor Perwakilan Negara Asing
Organisasi berskala internasional yang ditetapkan oleh Menkeu

(Menteri Keuangan) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

O
O

Salah satu anggotanya adalah Indonesia
Tidak memiliki kegiatan usaha untuk memperoleh penghasilan
selain memberi pinjaman kepada pemerintah.

Lembaga tertentu dari badan pemerintahan yang memenubhi persyaratan:

(0)
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Pembentukannya sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
Sumber pembiayaannya dari APBN (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah).

Penerimaan dana dimasukkan ke dalam anggaran Pemerintah
Pusat maupun Daerah.
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o Pemeriksaan pembukuan dilakukan oleh aparat pengawasan
fungsional negara.
Pajak Penghasilan Pasal 25 dikenakan pada setiap wajib badan yang
memiliki kegiatan usaha dengan mengangsur PPh setiap bulan. Sistem
angsuran ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak badan.
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[Halaman ini sengaja dkosongkan]



BAB 8

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25

Pajak Penghasilan 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang
harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun
pajak berjalan. Disamping itu dalam ketentuan pasal 25 ayat 1 UU
PPh juga mengasumsikan bahwa kondisi usaha Wajib Pajak di tahun
berikutnya stabil atau tidak ada perubahan. Namun jika usaha Wajib
Pajak mengalami perubahan yang signifikan, maka besarnya angsuran
PPh 25 yang pernah dihitung menjadi tidak relevan.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-537/PJ./2000

Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan
Dalam Hal-Hal Tertentu

Penjelasan Pasal 1 :

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

a. Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak
Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000.
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b. Hal-hal tertentu adalah:

1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu
yang ditentukan

4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan

5) Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran
bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum
pembetulan

6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib
Pajak.

c. Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan
Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding,
sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

d. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima
atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam
setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha,
pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali
penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah
keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang
asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain )
sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha
pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

Penjelasan Pasal 2 :

(1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak
berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar Pajak
Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikurangi dengan Pajak
Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak
Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,
dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dibagi 12 (dua belas)
atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(2) Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang
lalu atau dasar penghitungan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
522 tanggal 14 Desember 2000 setelah dikurangi dengan
kompensasi kerugian.

(3) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun pajak yang lalu atau dasar penghitungan lainnya seperti
tersebut dalam ayat (2) menyatakan rugi (lebih bayar atau
nihil), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.

Penjelasan Pasal 3 :

(1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak
memperoleh penghasilan tidak teratur adalah sebesar Pajak
Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikurangi dengan Pajak
Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak
Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,
dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dibagi 12 (dua belas)
atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(2) Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang
lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut.
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Penjelasan Pasal 4 :

(1) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun pajak yang lalu disampaikan Wajib Pajak setelah lewat
batas waktu yang ditentukan, besarnya Pajak Penghasilan
Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum
disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah
sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan
terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.

(2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung
kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan
berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan.

(3) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) lebih besar dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas
kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang
bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu
yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal
penyetoran.

(4) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) lebih kecil dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan
setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan
ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Penjelasan Pasal 5 :
(1) Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
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Penghasilan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-
bulan mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya Surat
Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya
Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung berdasarkan Surat
Pemberitahuan Tahunan sementara yang disampaikan Wajib
Pajak pada saat mengajukan permohonan ijin perpanjangan.

(2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan
berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan.

(3) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) lebih besar dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas
kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang
bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu
yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal
penyetoran.

(4) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) lebih kecil dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan
setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan
ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Penjelasan Pasal 6 :

(1) Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan membetulkan
sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun pajak yang lalu, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25
dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan
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)

3)

Pembetulan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal
2 dan Pasal 3 dan berlaku surut mulai bulan batas waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah
pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) lebih besar dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kekurangan
setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sesuai
ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu yang dihitung
sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari
masingmasing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.
Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah
pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) lebih kecil dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran
Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke Pajak
Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan.

Penjelasan Pasal 7 :
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(1)

(2)

Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu
tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak
Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut
kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak
Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan
besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pengajuan permohonan pengurangan besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
harus disertai dengan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan
yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang
akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan
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Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang
bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal
diterimanya surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan
Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak
tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan
pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan
penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun
pajak yang bersangkutan.

(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami
peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang
akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150%
(seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang
terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25, besarnya Pajak Penghasilan Pasal
25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang
bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan
kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut oleh Wajib
Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang jatuh tempo
pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 25 dan batas waktu pelaporannya

1. Ketentuan Pembayaran

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU
PPh memiliki batas waktu pembayaran paling lambat tanggal 15
(lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam
hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertetapan dengan hari
libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi,
Bank Devisa Persepsi atau kantor pos dengan sistem pembayaran
online. Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran
Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila
telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara
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(NTPN). Pembayaran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo
pembayaran, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari
bulan penuh 1 (satu) bulan, (Pasal 9 ayat 2a UU KUP).

2. Ketentuan Pelaporan

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat
pembayaran dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN,
maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal
validasi yang tercantum pada SSP. Wajib Pajak dengan jumlah
angsuran PPh Pasal 25 nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam
bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan
pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi
NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa
PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PMK Nomor
242/PMK.03/2014 mengatur bahwa SPT masa PPh Pasal 25 wajib
dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam
hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk
hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada
hari kerja. Apabila SPT Masa PPh Pasal 25 tidak disampaikan dalam
jangka waktu tersebut, akan dikenai sanksi administrasi berupa
denda Rp.100.000.

Perlakuan Perpajakan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak UMKM tentang Pajak
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib
Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013
yang berlaku mulai 1 Juli 2013, Wajib Pajak diharapkan dipermudah
dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga tidak ada
celah bagi Wajib Pajak yang dalam kegiatan usahanya memiliki
omzet dibawah 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak untuk tidak
membayar pajak. Keadaan di kalangan masyarakat tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan pemerintah, karena masih ada pelaku
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UMKM yang merasa bahwa tarif 1% dari omzet dirasa terlalu
membebani. Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait
UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Aturan baru ini telah
memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM menjadi 0,5%
dengan syarat omzet dibawah 4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak.

Perubahan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

a) Penurunan tarif (1% menjadi 0,5%)

b) Penambahan ketentuan jangka waktu

c) Penyesuaian kriteria Wajib Pajak badan

d) Penyesuaian pengecualian subjek yang dikenakan Peraturan
Pemerintah

e) Penambahan cara penyetoran (dipotong/dipungut)

f) Penegasan omzet untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan
status Pisah Harta (PH) dan Manajemen Terpisah (MT)

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemerintah telah mengesahkan undang-undang baru terkait
perpajakan yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP). Salah satu kebijakan Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut menyebutkan adanya
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP OP UMKM.
Kebijakan ini berlaku per tahun pajak 2022, PTKP ini tidak hanya
untuk wajib pajak Orang Pribadi saja, tapi WP OP UMKM juga
ada PTKPnya yaitu sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun. Artinya,
penghasilan UMKM OP dengan penghasilan kurang dari atau sama
dengan Rp500 juta setahun tidak perlu membayar PPh final sebesar
0,5%.

Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

Pajak penghasilan atau PPh 25 badan adalah pajak yang dipungut
oleh pemerintah atas keuntungan bisnis.Jenis Pajak Penghasilan
ini umumnya mengenakan pajak atas keuntungan bisnis, yang
merupakan pendapatan (apa yang dihasilkan bisnis dalam
penjualan) dikurangi biaya operasional.Namun, biaya investasi
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modal seperti peralatan, mesin, dan bangunan tidak dapat
dikurangkan.

Jenis badan atau perusahaan yang dibebani PPh 25 Badan adalah
sebagai berikut:

PT (Perseroan Terbatas)

BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
Firma

Koperasi

Kongsi

Persekutuan

Perkumpulan

Dana Pensiun

Yayasan

Ormas (Organisasi Masyarakat)
Organisasi Sosial Politik

KIK (Kontrak Investasi Kolektif)
BUT (Bentuk Usaha Tetap)
Organisasi, lembaga, dan bentuk badan lainnya yang serupa

Ada pula yang Bukan Tergolong Subjek PPh Badan, antara lain:

Kantor Perwakilan Negara Asing
Organisasi berskala internasional yang ditetapkan oleh Menkeu

(Menteri Keuangan) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

O
O

Salah satu anggotanya adalah Indonesia
Tidak memiliki kegiatan usaha untuk memperoleh penghasilan
selain memberi pinjaman kepada pemerintah.

Lembaga tertentu dari badan pemerintahan yang memenubhi persyaratan:

(0)
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Pembentukannya sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
Sumber pembiayaannya dari APBN (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah).

Penerimaan dana dimasukkan ke dalam anggaran Pemerintah
Pusat maupun Daerah.
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o Pemeriksaan pembukuan dilakukan oleh aparat pengawasan
fungsional negara.
Pajak Penghasilan Pasal 25 dikenakan pada setiap wajib badan yang
memiliki kegiatan usaha dengan mengangsur PPh setiap bulan. Sistem
angsuran ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak badan.
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[Halaman ini sengaja dkosongkan]



PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 2

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final:

1.

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,
bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan
yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang
pribadi;

penghasilan berupa hadiah undian;

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi
penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada
perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
ventura;

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/
atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan
persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penghasilan-penghasilan tersebut merupakan objek pajak.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi
dan tabungan masyarakat;
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* kesederhanaan dalam pemungutan pajak;-berkurangnya beban
administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan-memerhatikan
perkembangan ekonomi dan moneter, atas penghasilan-
penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri
dalam pengenaan pajaknya.

Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan

tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran,
pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Obligasi sebagaimana dimaksud di atas termasuk surat utang
berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term
Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua
belas) bulan.

Surat Utang Negara yang dimaksud di atas meliputi Obligasi Negara
dan Surat Perbendaharaan Negara.

A. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Deposito dan
Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

1. Objek Pajak

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta
diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang
bersifat final.

Termasuk dalam pengertian bunga di atas adalah bunga yang
diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan
di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan
di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap orang pribadi Subjek
Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun
Pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak
Kena Pajak.

2. Tarif

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan
serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut :
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a. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari
jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap.

b. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari
jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib
Pajak luar negeri.

3. Pengecualian

Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan
tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan
terhadap :

a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat
Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan
serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp
7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan
merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank
yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di
Indonesia;

c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank
Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang
dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun
1992 tentang Dana Pensiun;

d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam
rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana,
kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat
sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

B. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi

1. Objek Pajak

a. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang
berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
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Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta
asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya,
yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi
Negara.

Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau
diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau
diskonto.

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak
berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang
bersifat final.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dan/
atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi adalah:

a. bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:

15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap; dan

20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan
persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak
luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga
sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;

b. diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:

15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap; dan

20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan
persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak
luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga
jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi,
tidak termasuk bunga berjalan;

c. diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:
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15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap; dan

20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan
persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak
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luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga
jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan
d. bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau
diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa
Keuangan sebesar:
* 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun
2020; dan
e 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

3. Pemotong Pajak

a. penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran
yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima
pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga
Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa
bunga pada saat jatuh tempo Obligasi; dan/atau

b. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara
dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima
penjual Obligasi pada saat transaksi.

4. Pengecualian

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima
penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah:

a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang
PPh; dan

b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank
luar negeri di Indonesia.

Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima dan/atau
diperoleh Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang
bank luar negeri di Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
tarif umum sesuai Undang-Undang PPh.

C. Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah
Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
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Diskonto SPN adalah selisih lebih antara :

a.

nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di
Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder; atau

harga jual di Pasar Sekunder dengan harga perolehan di Pasar
Perdana atau di Pasar Sekunder, tidak termasuk Pajak Penghasilan
yang dipotong.

Objek Pajak

Atas penghasilan tertentu dari Wajib Pajak berupa Diskonto SPN

dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2.
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Tarif
Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa Diskonto SPN
adalah :

20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk
Usaha Tetap (BUT); dan

20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak
penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari Diskonto SPN.

Pemotong Pajak

Pemotongan Pajak dilakukan oleh :

Penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen
pembayar, atas Diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat
jatuh tempo; atau

Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara
maupun selaku pembeli, atas Diskonto SPN yang diterima di Pasar
Sekunder.

Pengecualian
Pemotongan pajak tidak dilakukan atas Diskonto SPN yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak:

Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di
Indonesia;

Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan;

Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan
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Lembaga Keuangan, selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian
perusahaan atau pemberian izin usaha.

D. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Simpanan
yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang
Pribadi

1. Objek Pajak

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga
simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia
kepada anggota koperasi orang pribadi adalah:

a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai
dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per
bulan; atau

b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan
berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat
puluh ribu rupiah) per bulan.

3. Pemotong Pajak

Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada
anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong Pajak Penghasilan
yang bersifat final tersebut.

E. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Hadiah Undian

1. Objek Pajak

Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam
bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang
bersifat final.
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Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut
atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam
bentuk apapun adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
bruto hadiah undian.

Pemotong Pajak

Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh Final
atas Hadiah Undian.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penjualan Saham di
Bursa Efek

Objek Pajak
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau

badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak
Penghasilan yang bersifat final

Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0,1% (satu per seribu) dari
jumlah bruto nilai transaksi penjualan

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan
sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada
saat penutupan bursa diakhir tahun 1996.

Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah
1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah
nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran
umum perdana.

Pemotong Pajak

Penyelenggara bursa efek wajib memungut Pajak Penghasilan setiap
transaksi penjualan saham di bursa efek.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura
dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan
Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya
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Objek Pajak

Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangan usahanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat
final. Perusahaan Pasangan Usaha tersebut adalah perusahaan yang
memenubhi syarat sebagai berikut :

merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan; dan

sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan perusahaan modal
ventura di atas adalah 0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai
transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.
Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan Pajak
Penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak
Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di
bursa efek.

Pengecualian

Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi
penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada
perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di
atas dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang Pajak Penghasilan.

Mengingat perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan
dalam Peraturan Pemerintah ini berbeda dengan perlakuan atas
penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal ventura
diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang terpisah atas
penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari
transaksi penjualan saham ini.

Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
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Objek Pajak
Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final.

Tarif

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar
10% (sepuluh persen).

Pemotong

Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku
pembayar dividen.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi
Objek Pajak

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final.

Tarif

Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai
berikut:

2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b;

4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki
kualifikasi usaha; dan

6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki
kualifikasi usaha.
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Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak
Penghasilan tersebut tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa
laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat
final.

Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah:

a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai,
dikalikan tarif Pajak Penghasilan di atas; atau

b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai, dikalikan taril Pajak Penghasilan di atas dalam hal Pajak
Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas
merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

3. Pemotong

Pajak Penghasilan yang bersifat final di atas:

a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal
Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau

b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan
merupakan pemotong pajak.

J. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan

1. Objek Pajak

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu:

a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan
hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati
dengan pihak lain selain pemerintah;

b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau
cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum
yang tidak memerlukan persyaratan khusus;

c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau
cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
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Tarif

PPh yang dikenakan atas :

penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan
hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati
dengan pihak lain selain pemerintah; dan

penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau
cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum
yang tidak memerlukan persyaratan khusus; adalah sebesar 5%
(lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan.

Sedangkan pengalihan atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana
dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang
usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari
jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
tersebut.

Pemotong

Untuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan
hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain
yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, PPh terutang
wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)pada bank persepsi
atau Kantor Pos dan Giro, sebelum akta, keputusan, perjanjian,
kesepakatan atau risalah lelang ditanda tangani oleh pejabat yang
berwenang.

Untuk penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak,
atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum
yang tidak memerlukan persyaratan khusus PPh terutang dipungut
oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau
pejabat yang menyetujui tukar menukar.

Pengecualian

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak
Penghasilan di atas adalah :
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orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan
Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/
atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan
jumlah yang dipecah-pecah;

orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau
bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah
tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan
dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan,sepanjang hibah
tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.
termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau
pemungutan Pajak Penghasilan di atas adalah pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan yang tidak termasuk subjek pajak.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau
Bangunan.

Objek Pajak
Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa

tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung
perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk
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bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan
industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan
atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan
yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya
keamanaan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara
terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang
bersangkutan.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang
pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana
dimaksud di atas adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai
persewaan tanah dan atau bangunan.

3. Pemotong

Pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah
Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.

Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak,
selain yang tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan.

Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan
adalah :

a. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan
konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan; yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

Ketentuan Pajak Deviden UU Cipta Kerja

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Pajak Penghasilan (PPh)
dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diatur kembali dalam UU Cipta
Kerja guna menunjang tujuan diberlakukannnya UU Cipta Kerja. Salah
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satu perubahan pengenaan PPh adalah PPh atas dividen. Pada Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan
sebagaimana diubah hingga terakhir dengan Undang-undang Nomor
36 Tahun 2008, mengatur mengenai pengenaan dividen yang diterima
dari dalam negeri dan dividen yang diterima dari luar negeri.

Terkait dividen yang diterima dari dalam negeri, UU PPh mengatur
bahwa Wajib Pajak Badan (WP Badan) dalam negeri dengan kepemilikan
lebih atau sama denga 25% tidak dikenai PPh, WP Badan dalam
negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenai PPh tarif normal,
sedangkan WP Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri, dikenai PPh Final
10%. Terkait dividen yang diterima dari luar negeri, UU PPh mengatur
bahwa dividen yang diterima oleh WP Badan dan WP OP dalam negeri
dikenai PPh tarif normal Pasal 17 UU PPh.

Pada UU Cipta Kerja, ketentuan ini diubah di mana atas dividen
dari dalam negeri, WP Badan dalam negeri dengan kepemilikan saham
berapapun tidak dikenai PPh, sedangkan WP OP dalam negeri, dikenai
PPh Final 10%, kecuali apabila dividen tersebut diinvestasikan di dalam
negeri dalam waktu tertentu, tidak dikenai PPh. Terkait dividen yang
diterima dari luar negeri atau penghasilan dari luat negeri, perlakuan
tidak dikenakan PPh diberlakukan terhadap dividen dari luar negeri
dan penghasilan dari luar negeri setelah pajak dari suatu BUT di luar
negeri yang diterima atau diperoleh WP Badan atau WP OP dalam
negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung
kegiatan usaha lainnya di dalam negeri dalam waktu tertentu dan
memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya batasan minimal yang
diinvestasikan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Penjelasan Pasal 1 :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut
Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/
atau pekerjaan konstruksi.

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk
usaha tetap sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang
menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk
usaha tetap sebagai pemberi layanan Jasa Konstruksi.

Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum atau
seharusnya tercantum dalam kontrak Jasa Konstruksi secara
keseluruhan.

Penjelasan Pasal 2 :

M

)

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final.

Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki klasifikasi meliputi:

a. klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum;
b. klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat spesialis;
c. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;

d. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan
e. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

(3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai

(4)

()
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan berupa layanan:

a. konsultansi konstruksi;

b. pekerjaan konstruksi; dan

c. pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Layanan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a mencakup layanan keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan,
pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu
bangunan.
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(6) Layanan jasa pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

(7) Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ mencakup gabungan pekerjaan
konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, termasuk di dalamnya
penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan
perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model
penggabungan perencanaan dan pembangunan.

Penjelasan Pasal 3 :

(1) Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan
konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki
sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat
kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;

b. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan
usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang
perseorangan;

c. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan
konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia
Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

d. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan
konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang
memiliki sertifikat badan usaha;

e. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi
yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki
sertifikat badan usaha;

f.  3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultansi
konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki
sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk
usaha orang perseorangan; dan
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g. 6% (enam persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang
dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat
badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha
orang perseorangan.
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BAB 11

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh Kurang Bayar
(KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh
yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan
kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.Dalam hal
ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan
pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan disampaikan.

Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan
pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah
tahun pajak berakhir. Apabila tahun buku tidak sama dengan tahun
kalender, misalnya dimulai dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun
depan? Maka, kekurangan wajib pajak harus dilunasi paling lambat 30
September bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib
Pajak Badan (WPB).

Tarif PPh Pasal 29
1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OP) :
* PPh 25 yang sudah dilunasi = 0.75 x jumlah penghasilan /
omzet per bulan.
e PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang — PPh
25 yang sudah dilunasi.
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2. Wajib Pajak Badan (WP Badan) :
* Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12.
e PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang — angsuran
PPh 25.
Tarif Perhitungan Pajak Badan dengan Fasilitas UMKM (PP23
Tahun 2018)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Pengumuman Direktur
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP
Nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan Pajak
Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018 Bagi Wajib Pajak (WP) Badan, mengingatkan kembali masa berlaku
penggunaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23
Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Berdasarkan
ketentuan Pasal 5 PP 23/2018, pengenaan PPh Final berlaku paling lama
tiga tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Jika
terdaftar pada tahun pajak 2018, pengenaan PPh Final berlaku hingga
akhir tahun pajak 2020.

Sedangkan, pengenaan PPh Final berlaku paling lama empat tahun
bagi WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau
firma. Jika terdaftar pada tahun pajak 2018, penggunaan tarif PPh Final
0,5% masih berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.

Bagaimana dengan WP Badan yang telah terdaftar sebelum
berlakunya PP 23/2018 (sebelum 1 Juli 2018)? Pengenaan PPh Final
terhitung sejak tahun pajak berlakunya PP ini dan berlaku paling lama
3 tahun bagi WP Badan berbentuk PT dan paling lama 4 tahun bagi
WP Badan berbentuk koperasi, CV, dan Firma.

Contoh llustrasi :

PT. Putra Wibawa memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar
sebagai wajib pajak KPP Jakarta sejak 12 Oktober 2017. Peredaran bruto
yang diperoleh PT.Putra Wibawa :

1. Tahun 2017: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

2. Tahun 2018: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
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3. Tahun 2019: Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

4. Tahun 2020: Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

5. Tahun 2021: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dari studi kasus di atas, PT ABC mulai dikenai PPh Final dengan
tarif 0,5% berdasarkan PP 23/2018 dalam jangka waktu tiga tahun
pajak, yaitu sejak tahun pajak 2018 sampai dengan 2020. Sedangkan,
untuk tahun pajak 2021 dan tahun-tahun pajak berikutnya dikenai PPh
berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1b) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal
31E UU PPh.

PPh Badan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1b) dan Pasal 31E UU PPh.

Berdasarkan Pasal 31E UU PPh, WP Badan Dalam Negeri dengan
peredaran bruto kurang dari Rp.4,8 miliar bisa menggunakan fasilitas
tarif PPh Badan sebesar 50% dari tarif yang berlaku umum. Dengan
demikian, apabila tarif PPh Badan yang berlaku umum sebesar 22% (tarif
untuk tahun pajak 2020 dan 2021 diturunkan dari 25% ke 22% sesuai
Perpu 1 Tahun 2020) maka tarif PPh Badan yang dibebankan kepada
perusahaan hanyalah 11%.Untuk tarif Pasal 17 ayat (1b) digunakan
untuk usaha dengan Peredaran bruto lebih dari Rp.50 miliar dengan
tarif 22%.Dan untuk Peredaran bruto Rp.4,8 miliar sd Rp.50 miliar
maka menggunakan perhitungan tarif fasilitas Pasal 31E (11%) dan
tarif non fasilitas Pasal 17 ayat (1b) 22.

Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph Badan dengan peredaran bruto
dibawah Rp.4,8 miliar :

PT.Guna Cipta Perkasa bergerak dibidang usaha perdagangan
elektronik mendapatkan peredaran bruto tahun 2021 Rp.4.000.000.000
dengan laba yang sudah dikoreksi fiskal Rp.800.000.000,maka
bagaimana perhitungan Pph badan 2021 yang harus dibayarkan oleh
PT.Guna Cipta Perkasa ?

Perhitungan Pph Badan 2021 PT.Guna Cipta Perkasa :
Pasal 31 E = Laba Fiskal x 50% x 22 %

= Rp.800.000.000 x 50% x 22%

= Rp.88.000.000

Pph 22 = “)
Pph 23 = ®)
Pph 29 = Rp.88.000.000.
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Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph Badan dengan peredaran bruto
Rp.4,8 miliar sd Rp.50 miliar :

PT.Guna Cipta Perkasa bergerak dibidang usaha perdagangan
elektronik mendapatkan peredaran bruto tahun 2021 Rp.18.000.000.000
dengan laba yang sudah dikoreksi fiskal Rp.3.000.000.000,maka
bagaimana perhitungan Pph badan 2021 yang harus dibayarkan oleh
PT.Guna Cipta Perkasa ?

Perhitungan Pph Badan 2021 PT.Guna Cipta Perkasa :

Tarif Fasilitas
= Rp.4.800.000.000  x laba fiskal = .
Peredaran bruto
= Rp.4.800.000.000 x Rp.3.000.000.000 = Rp.800.000.000
Rp.18.000.000.000

Tarif Non Fasilitas = laba fiskal — tarif fasilitas = .........
= Rp.3.000.000.000 — Rp.800.000.000 = Rp.2.200.000.000

Pasal 31 E
= Tarif Fasilitas x 50% x 22 % = e,
= Rp.800.000.000 x 50% x 22 % = Rp.88.000.000

Pasal 17 (1b)
= Tarif Non Fasilitas x 22 % =
= Rp.2.200.000.000 x 22 %

|
o]
o
NS
co
s
o
S
©
o
S
S

Pph 29
= Pasal 31 E + Pasal 17 (1b) = i
= Rp.88.000.000 + Rp.484.000.000 = Rp.572.000.000

Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph Badan dengan peredaran bruto
lebih dari Rp.50 miliar :

PT.Guna Cipta Perkasa bergerak dibidang usaha perdagangan
elektronik mendapatkan peredaran bruto tahun 2021 Rp.57.000.000.000
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dengan laba yang sudah dikoreksi fiskal Rp.8.000.000.000,maka

bagaimana perhitungan Pph badan 2021 yang harus dibayarkan oleh
PT.Guna Cipta Perkasa ?

Perhitungan Pph Badan 2021 PT.Guna Cipta Perkasa :
Pasal 17 ayat 1 (b)

= laba fiskal x 22 % = ..
= Rp.8.000.000.000 x 22% = Rp.1.760.000.000
Pph 29 = Rp.1.760.000.000

Bab 11 | Pajak Penghasilan Pasal 29 165




[Halaman ini sengaja dkosongkan]



DAFTAR PUSTAKA

Rusjdi , Muhammad, 2007. PPh; Pajak Penghasilan, Edisi Keempat, Indeks,
Jakarta.

Zain, Mohammad, 2005. Manajemen Perpajakan, Edisi Pertama, Salemba
Empat, Jakarta

Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, 2012. Hukum Pajak Material 1:
Seri Pajak Penghasilan. Salemba Humanika.

Saputra Agustiawan , 2021. Laporan keuangan dan Perpajakan Perusahaan,
Rajawali Pers (PT. Rajagrafindo Persada), Depok.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan
Isu. Jakarta: Prenada Medio Grup.

Sumarsan, Thomas. 2012. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang
Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi 2. Mitra Wacana
Media

Artikel Academia.edu.Diakses Pada tanggal 8 Juli 2022 melalui website

https://www.academia.edu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak.Diakses pada tanggal 1 Juni 2022 melalui
website https://www.pajak.go.id/.

167




[Halaman ini sengaja dkosongkan]



BIODATA PENULIS

Sabar L Tobing, S.E., M.M., Ak., CA., CTL,,
CTAP, BKP. Pria Kelahiran Tapanuli utara ini
menyelesaikan pendidikan Strata Dua ( S2) di
Trisaksi University Jakarta, Program Studi Magister
Management, Lulus sebagai mahasiswa terbaik
pada Program Studi Banking Finance dari
Universitas Kristen Indonesia menjadi awal beliau
berkarier di beberapa Perusahaan Nasional dan Multinasional.
Pendidikan menjadi salah Satu faktor pendukung dalam meniti karier
beliau, sehingga mengharuskan untuk menempuh Pendidikan Ianjutan
Strata Satu Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Audit. Sebagai
Akuntan Negara yang memiliki Register di Kementerian Keuangan
Republik Indonesia (KemenKeu) memperkuat skill beliau di bidang
Akuntansi Forensic dan Investigatif dan telah memperoleh pengakuan
menjadi Akuntan Profesional melalui Sertifikat Chartered Accountants
(CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia, pendidikan perpajakan ditempuh
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) dan Lulus
Tingkat Nasional melalui Ujian Sertifikasi Konsultan pajak (USKP).
Kecintaan akan dunia pendidikan menjadikan beliau bersedia
mengabdikan diri menjadi Dosen di beberapa Perguruan Tinggi
Universitas di Jakarta dan salah satu dosen termuda. Menyelesaikan

169




Pendidikan Khusus praktisi/pengacara Pajak (PKP3) dari Fakultas
Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta dengan memperoleh Certified
Tax Lawyer (CTL) dan Certified Tax Practitioner (CTAP) dan anggota
dari Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Indonesia (PKPPI).
Memiliki wewenang penuh untuk mendampingi Wajib Pajak di
Pengadilan Pajak untuk melakukan Gugatan ke Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) dan Banding di pengadilan pajak serta melakukan upaya
hukum luar biasa ke Mahkamah Agung RI untuk melakukan Peninjauan
Kembali (PK).

Sebagai wujud nyata ikut serta berkontribusi untuk pembangunan
negeri, pada tahun 2019 beliau mendirikan sebuah badan hukum
resmi di Indonesia. Sebuah Perseroan dengan brand yang dikenal luas
di masyarakat yaitu Hive Five. Hive Five menyediakan Jasa Layanan
Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA), perizinan Usaha, Penyewaan Kantor
dan Penyedia Layanan Perpajakan dan Laporan Keuangan. Perjalanan
karier dan pendidikan yang cukup panjang menjadikan beliau pribadi
yang sangat matang dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan
di perusahaan Hive Five sebagai CEO yang akan mewujudkan Visi
Perusahaan sebagai One Stop Business Solution.

Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA (LK).
Lahir di Dukuh Glugu, Desa Sono, Mondokan,
Sragen, Jawa Tengah. Menyelesaikan Pendidikan
Dasar di SDN Gading 2 Tanon Sragen, MTsN (d/h
PGA) di Sumberlawang Sragen, dan Sekolah Atas
a Menengah di SMEA Karya Bhakti Bekasi Jawa Barat
(Filial dari SMEA Negeri Karawang, Jawa Barat).
Lulus Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi (SE) dari Sekolah Tinggi
IImu Ekonomi YAI Jakarta pada tahun 1992 dan Lulus Sarjana
Pendidikan Islam (SPd.I) dari Sekolah Tinggi IImu Tarbiyah (STIT) Agus
Salim Metro Lampung.

Pengalaman kerja dimulai sebagai Accounting and Administration Staff
sebuah perusahaan kontraktor besar di PT. Decorient Indonesia, dan
terakhir pada tahun 1997 sebagai Accountant di Barrick Gold Corporation
sebuah Perusahan Multy National Corporation (MNC) yang berpusat di
Toronto Canada, kemudian menjadi Konsultan Bidang (Management,

170 PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)




Accounting, Finance) sampai sekarang. Menyelesaikan Pendidikan
Magister Manajemen (MM) Jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi
IImu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 1996 dan Magister Akuntansi
(M.Ak.) di Sekolah Tinggi llmu Ekonomi YAI Jakarta pada tahun 2006.
Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Ekonomi di Universitas
Borobudur pada tahun 2005. Pada tahun 2009 melanjutkan studi lagi di
Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas
Diponegoro Semarang. Melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi
(PPAk) di FEB Universitas Trisakti Jakarta, dan Mendapatkan Register
Akuntan Negara (RNA) sebagai Akuntan Profesional dengan nomor 11
RNA 2375 dari Kementerian Keuangan, dan Chartered Accountant (CA)
dari Tkatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2014.

Kemudian memulai perjalanan karier di Sekolah Tinggi Swasta sebagai
Dosen Profesional dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala (Associate
Professor), dan menjadi Asesor Sertifikasi Dosen (SERDOS) Nasional
untuk rumpun ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, hingga
menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
sejak tahun 2009-2021 (3 Periode), dan saat ini menjadi Ketua Senat
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta. Menjadi Dosen tamu di FE
Universitas Gunadarma, FEB Universitas Pancasila, FEB Universitas
Nasional, FE Universitas Persada Indonesia YAI Universitas Bengkulu
untuk Program S3 Ilmu Manajenen, Dosen Penguji Eksternal Program
Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti, STIMA IMMI Jakarta. STIE
Triguna Jakarta, STIE Indonesia, dan mengabdi di almaternya, yaitu di
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta untuk Program Sarjana dan
Magister. Sambil menjadi Dosen Profesional juga menjadi Konsultan
yang menjadi hobinya, menjadi narasumber untuk Tata Kelola (Good
University Governance) di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di
Indonesia, dan Tata Kelola Organisasi Bisnis (Profit dan Non Profit).

Biodata Penulis 171




M. Agustiawan Saputra, CTT.,, CPTT., CPBA.
Lahir di Lubuk Linggau 21 Agustus 1999 merupakan
seorang praktisi perpajakan dan penulis buku yang
sangat kompeten. Berpengalaman bekerja di bidang
keuangan dan perpajakan. Berpengalaman sebagai
Accounting and Tax di PT Navitas Powerindo dan
menjadi Finance Manager di PT Alubi Mitra
Andalan serta Tax Consultant di PT Lima Sekawan Indonesia. Terdaftar
sebagai anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia.

172 PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)




